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ABSTRAK

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo menghadapi permasalahan dalam upaya

pengentasan  kemiskinan, khususnya alah  pendataan kemiskinan dan
pengawasan distribusi bantuan sosial = kali menjadi fokus utama dalam
pelaksanaan program kemiskinan daan ini_hertmiman nntnk menjawab dua
pertanyaan dalam rur s’ a nas Sosial dalam
mengimplementasik: @ er e o o e Nomor 2 Tahun
2016 tentang Penan n, .emiskinan, dan 2, ma.  perspektif Figh
Siyasah menilai pera 1 sosial dalam Peraturan L. “avupaten Sidoarjo
Nomor 2 Tahun 201 aug penar g langan ! miskinai.

Jenis penel’ a ermasu’ Lai kaji 1 um emow dikenal juga
dengan sosiol ; «ch. P jes analis’ dat  dilaku n deskriptif
melalui pole fec  If, yar kemu 1 irum Kkan s S .15 untuk
mendapatkan | wmeet te) it oy 1 inas  osial 1 _iaksanakan
Peraturan Daerai. ar 27 hm 2 6 Data ang ¢ )l a selanjutnya
dianalisis mengguna.. .SV anine

Hasil penelitian & kkan bahwa: pertame x <can observasi di
lapangan, pelaksan: peownggulangan  kemisk y dilakukan oleh
Pemerintah Daerah k el a! ptimal, schingga
berisiko pada penii ad K7 ah utama yang
teridentifikasi melalui wawancara ada!»h lax <omunikasi antar instansi dalam
mengelola data penduduk miskin ya. <babkan distribusi bantuan sosial

sering tidak tepat sasaran. Kedua, peran Dinas Sosial dalam konteks Figh Sivasah
memiliki kedndukan yang sama dengan, Wazir al-Tanfidz= sebagai pembantu
pelaksana keliijekan penigriftahan. "D nqg\é(‘éiﬂj"ymg" Sé\iup;?(aﬁ odzian dari
Kementcrian gosial, turut— memiliki kewehangan ™ dalain © peraksaiaan
penanggulangan '«:gniskina‘i vang sesiai dengajp kewenangan pemcrintah daeiah.
Reidasarkon ' kesimpuian di atas, perulis merekomendalikan langkah
berikut: Pertama, pemberian wewenang kepada Dinas Sosial sebagai wakil
Pemerintah Daerah untuk mengawasi secara langsung distribusi bantuan sosial.
Kedua, peningkatan kerja sama antara Dinas Sosial dan instansi lain dalam
memperbarui data kemiskinan agar distribusi bantuan sosial tepat pada sasaran

yang membutuhkan.
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BAB1

PENDAF "LUAN

A. Latar Belakang

Otonomi dae 2 .rikan kesempatan ba_ er. tah daerah untuk
menangani dan mer ‘urusan e erintab ang ters »gan kebutuhan
masyarakat s¢ al fasark  ketei ar uku yangl ‘ak. " tersebut
meliputi bidang dikan, ke tha 1 n struk r, per al Kescjahteraan
sosial, serta ketenag 1. Dalam Konteks sosia' t na dalam upaya
penanggulangan ke »an_nemerintah daerah b de pemerintah pusat
memiliki tanggung ..o P P gat ASoRaT —sosTe | dengan tujuan

mengurangi tingkat kemiskinan. Kemisaiuwu «lah menjadi masalah yang lama ada

di Indo 1c51 ah, hmgg‘ Kiyi ih merjiad}, tay tangm b i« ngan
CTINESTIN AN RAMTTET

mcmngkamya dampak kcmlskman masala ini mcmcrlukan pcrhanan yang s serius

\
| X

dan pcnclman be.rkclanjutan agar soliso ydné tepat ;lapat dl{cmukan umuk
mengurangi penderitaan masyarakat yang terdampak.'

Kemiskinan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan
kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut berkaitan dengan individu atau kelompok
yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka. Sementara itu,
kemiskinan relatif lebih bersifat subyektif, karena didasarkan pada kurang

mampunya seseorang untuk memenuhi standar hidup yang berlaku di lingkungan

! Sari Wulandari Selfia Rachmalija Ahmad Prayendi Disopang, Ginie Aulia Rawani, Idzni
Hasfizetty, Muhammad Yunus Sofian, Reni Dwijaya, “Kebijakan Anti Kemiskinan Program
Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, Jurnal Inovasi Penelitian 2, no. 10
(March 10, 2022): 10. accessed Agust 02, 2024,
https://www.neliti.com/id/publications/470049/kebijakan-anti-kemiskinan-program-pemerintah-
dalam-penanggulangan-kemiskinan-d".
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atau masyarakat tertentu,’
Sejak proklamasi kemerdekaan 'ndonesia telah berkomitmen untuk

mencapai tujuan luhur berupa masy

=

4il dan makmur yang dinyatakan

dalam alinea keempa . ‘10 am n ini, pengentasan
kemiskinan selalu n 1i  .ih satu prioritas utan 'm serbagai program
pembangunan. Pen unan d’ 1 lonesie  ‘rtujuan meningkatkan
kesejahteraan a secarz aenyc ru! Nan 1dem n, . ‘nan tetap
menjadi tantang. s sulitdic si.

Berkaitan den,_ -an pemerintah dalam per ny 1gan kemiskinan,

terdapat Hadist Rasu ' SAW. vano herbunvi:

W5

» 2 22, 23,
2 12,558 - i o e AT {
e Ja ,A};l)hru)‘).‘ (Al ey s J,....‘Pilf,;‘)_‘..(lf\‘

s 2 ol h:-pw_}a\_}&ul‘, ol,J,a..:-) .&J.......- Ay 4l ‘hl‘l.;cl

'w,i l r&if Jilj( A [».M ,_‘y\ !JJ

| R \ R
AN ,

“Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat
banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap
kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai
pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, istri pemimpin terhadap keluarga
rumah  suaminya dan  juga  anak-anaknya. Dia akan  dimintai
pertanggungjawabannya terhadap mercka, dan budak seseorang juga pemimpin
terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya,
ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR
Bukhari).*

(é)'-’-'" alyy).

* Heryanti, “Peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif
Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kescjahteraan Sosial), Jurnal Al-Dustur : Journal
of politic and islamic law 2, no. 2 (December 1, 2019): 50. accessed Agust 10, 2024,
https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aldustur/article/view/502/402".

* Heryanti, "Peran Dinas Sosial ...," 47,

* Hikmah Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab Kepada Rakyatnya, Kementrian Agama
Republik Indonesia, accessed 15 Desember 2024, https://shorturl.at/vEptm.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/



Hadits tersecbut menerangkan bahwa para pemimpin akan dimintai

pertanggungjawaban atas apa yang mer “a pimpin, terutama mengenai upaya

mereka dalam mengatasi masalah , di masyarakat. Oleh karena itu,
pemerintah juga ber oar m miskin memiliki
kehidupan yang laya

Semua orarg thkiperr v ‘ukmer  asi kemio “ebagal masalah
sosial, umat « taunt . bers 1 :mer gi ket lan serti yang
dikatakan Ali b. Thalibd am 1 1+ semp an. M it abil Subhi al-
Thawil dalam al-Hii. o al-takhatiuf fi Divar ~ A 2in, diat berkata.
“Seandainya  kemi nitu berhentuk - pr ¥ aya aku akan
membunuhnya,™®

“Figh” adalah istilah yang biiwsw dari bahasa Arab yang bermakna

menge nh\n. (mnhamx day mengerti”. Iitileh ind men) lllk mz kn hhysusdalam
TSR AN "ANMTET

komcks hukum agama dan yunsprudcml Islam yang mcngalur berbagal aspck

kchldupdn umat Islam. Sccara cumologl, ﬁqn mcru]uk pada pc{nahaman yang
mendalam mengenai perkataan dan tindakan manusia, yang mencakup interpretasi
terhadap hukum-hukum yang berlaku dalam Islam. Dalam tradisi Islam, figh tidak
hanya mencakup hukum yang bersifat formal, tetapi juga melibatkan penafsiran
terhadap teks-teks agama yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Menurut para
ahli hukum Islam (ulama syara'), figh adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum

yang sesuai dengan syariat Islam, yang mengatur perbuatan manusia. Ilmu figh ini

* “Teladan Tanggung Jawab Umar bin Khattab kepada Rakyatnya,” Kementrian Agama Republik
Indonesia, 2023, accessed 16 November 2024, https://kemenag.go.id/hikmah/teladan-tanggung-
Jjawab-umar-bin-khattab-kepada-rakyatmya-P4VBw,

* Heryanti, “Peran Dinas Sosial ...", 50.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/



didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci, yang utama bersumber dari Al Qur'an
dan Al Hadis, serta pemikiran para ular - yang menjelaskan pencrapan hukum

tersebut dalam kehidupan sehari-ha”

Figih sivasah .- ak s berkaitan dengan
politik. Menurut At N Khallaf, siyasah m. Na @ peraturan yang
dibuat dengan tujvar yjaga ket i wm, mer  ai Keseja *_dan mengatur
kehidupan bs yi . Def siin° m caku aspek oen ag dalam
pengelolaan ne, n peme tab . a sece inter 1 un cksternal.
Selain itu, di dalam K. '-Munjid juga menjelaskan  al vasah melibatkan
studi tentang bagain menialankan tanooing ae termasuk urusan
politik dan sosial. Dtiigui e sy ory wodh PCILpenns wukum Islam adalah

disiplin ilmu yang memfokuskan puua wea kelola negara dan masyarakat,

mencak; .lp m(lzwL-q p-:lml-' selixa 1sTnk J.om\ll )[',\n& mcé«luk\\ng <crmh|em;ln dan
stabllmm negara.® [ . A .

F)qh sn'am‘h menekankan per;ungnya mcwujudkan kcma‘blahalan umum
(maslahah 'ammah). Implementasi perda penanggulangan kemiskinan oleh dinas
sosial sejalan dengan prinsip ini yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Dalam figh siyasah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi
dan menyejahterakan rakyatnya. Sedangkan peran dinas sosial dalam menjalankan

perda ini mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Hubungan ini

menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016

7 ). Suyuthi Pulungan, "Fikih Sivasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, Yogyakarta: Ombak
(2014)", 23, accessed 14 November 2024,
https://repository.radenfatah.ac.1d/28892/1/figh%20siyasah.pdf.

* Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, "Figh Sivasah Konsep, Teori, dan Sejarah Perkembangan
Pemikiran Politik Islam davi Klasik hingga Kontemporer, (Kota Malang: PT. Literasi Nusantara
Abadi Group, 2023)".
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oleh dinas sosial sejalan dengan prinsip-prinsip figh siyasah dalam upaya untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat se » menerapkan tata kelola pemerintahan
nerapan prinsip-prinsip keadilan,

yang baik dalam pandangan [slam r

keseimbangan, serta g L08

Pada Bab XI T 45 yang mengatur mc K. sejahteraan Sosial
memiliki keterkait-n ansila) v adan T asila, ya. ‘ilan sosial bagi
seluruh rakya n Silair mene sk bah 1setia arg ra berhak
memperoleh ke man yan me bt te a di riming a a UUD 1945
Pasal 34 ayat (1) secai menyatakan bahwa negar? ¢ 1 kewajiban untuk
merawat fakir miski ~ n anak-anak vane terlar ag apakan kelompok
rentan  dalam Masy.c.cive. cawi an aalD @R wCaoawnen negara untuk

mengurangi kesenjangan sosial dan mciuwsasan perlindungan bagi mereka yang
membu; uhlarl ‘I‘»elmuutrya. |Pasta](34 Jay:( (‘[) ngcnalfv‘)ahf\an kelvqxlrx I)egara
A ‘
untuk mengembangkan vmcm jamman ﬁo%nal mcncakup seluruh Iaplsan
masyarakat Hal uu‘benujuan untuk m(;mbcnkan pcrllnuuxllgan SOSI!II kepada sc.uap
individu, terutama mereka yang berada dalam kondisi ekonomi kurang beruntung,
seperti yang tercermin dalam program-program bantuan sosial dan asuransi sosial.
Penjelasan dalam kedua ayat ini memperjelas bahwa baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi
kemiskinan. Mereka bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan
yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan

sosial di Indonesia dengan pendekatan yang melibatkan semua unsur pemerintahan

di setiap tingkatannya.”

? Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945". https://shorturl.at'SyMdS.
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Menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2011 Pasal 5, menjelaskan bahwa penar 'nan fakir miskin dilaksanakan secara

terarah, terpadu, dan berkelanjutan ~ : ah pusat, pemerintah daerah, dan
masyarakat. Lebih | . 41" al” mengatur bahwa
gubernur memegang g jawab utama dalam y "ac 1 penanggulangan
kemiskinan pada t'n provinsi 3¢ ‘entara bupati « 'ikota memiliki
tanggung jaw: g saditi katk "up :nat kota. ‘an. gubernur
bertugas untuk stikan | wi f g n di kebi _aanggulangan
kemiskinan berjalan a. “aik di provinsi, sedangkan * uj au walikota harus
memastikan hal yang  »a di wilavah kabunaten © a 1g-masing. '
Kabupaten S..c.. TR d A1SY vwew ..mur, menghadapi

masalah dalam mengatasi kemiskinan, Cucan ttu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
menges; xhkmli’e‘atu ran Daerlxh I‘ror 'Ttht\a 2"16 yang nen\fvan r P!‘ (u‘rgu angan
Kcmlskman Mcnurul Pasal 27 ayat (3) dari pcraluran tcrscbul dlscbulkan bahwa
Tim KoordmaSI k‘unangguldngan Kumskman lLacrah ( IKPKD) lcrdm dan

1. Unsur pemerintah daerah:

2. Masyarakat;

3. Dunia usaha, dan

4. Pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Dalam Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1), menjelaskan

bahwa Dinas Sosial adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah. Dalam

" Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin,
https://peraturan.bpk.go.id/Details/39223 /uu-no-13-tahun-2011.

! Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan
Kemiskinan, 2016, https://download/10277/PERDA_02_TH_2016.pdf.
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penjelasan tersebut terdapat keterkaitan antara Perda Kabupaten Sidoarjo No. 2

Tahun 2016 dengan Perbup Sidoarjo No. ~ Tahun 2022, di mana Peraturan Daerah

Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tah . “ingsi sebagai dasar hukum dan
pedoman penting ba er aer ssial dalam usaha
untuk  menurunkan sk kemiskinan dan “alon kesejahteraan
masyarakat. Dengzn ya perat’ a1 ‘ni, per untuk 1. atkan intensitas
sosialisasi ser 2 uat ko asam. ag  pro, wm-pr¢ °m rgulangan
kemiskinan dap. ciektif. rat v n emt ikanp a1 ang jelas bagi
Dinas Sosial dalam m. ‘tkan kontribusinya terhad> p itasan kemiskinan
di Kabupaten Sidoar  “enoan menoedenankan ¢ sl lebih intensif dan
mempererat Kerjasan.., v cp i pi v ol MY g wew wapat dilaksanakan

secara lebih optimal, memberikan Guwiipun yang berarti dalam mengurangi

kemisk? nzml (|anL- mg nln[‘l{dl an‘ qu 1l1tt\raa[ ;asyar)kal\ se! en’ gt turan
VIN T

Dacrah ini mcn]adl pcdoman utama dalam mcrancang scna mcnglmolcmcmamkan

\
| 5

stratcgl vang lebih cﬁsncn dan tepat guna da]am mengatasi ‘kcmlskman di
Kabupaten Sidoarjo.

Di dalam Peraturan Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016, pada Bagian
Kesatu mengenai hak dan kewajiban masyarakat miskin dalam Pasal 7, masyarakat
miskin memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapatkan kecukupan pangan, sandang, dan papan;

2. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku;

3. Hak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan;
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4. Hak untuk memperoleh keterampilan dalam berusaha, kesempatan
kerja, serta pengembangan us»’

5. Hak untuk mendapatkan . ‘erhadap kebutuhan air bersih dan
fasilitas s 9 .ad

6. Hak untu i ngkungan bersih dan

7. Hak untul idapatka p¢ “lindup sosial, ra. 1 dari perlakuan

tic i ancamr o, sert. el asal
8. Hak . serpartisi st i} dup 1 sosia n ., dan politik
secara akti.
Peraturan ini stankan herhaoai hak yar 2l nasyarakat miskin
untuk memastikan ba.. ..« oo Ltk A e dan perlindungan

yang layak, serta kesempatan untuk buipaasipasi secara penuh dalam berbagai

aspek LrehlduralL Sclam nu telldTpat pu!Q k\we mnga,\ d.\latr\ plnjerngfman
kcscjahlcraan sosial yang dlkclola olch Dmas Sosml bcrdasarkan rcgulasn Pcraluran
upati Nu-mor 7 'di‘mn 70z2 khususnya pada baglau kct.nam mgngcnal Bldang
Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam Pasa 27 huruf C, yang mencakup:'?

1. Pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), yang meliatkan penyelenggaraan
proram-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT), Program Jaminan Kesehatan, Kelompok

Usaha Bersama (KUBE), serta pelatihan untuk keluara miskin, serta

berbagai program kesejahteraan sosial lainnya;

'* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, S Organi Tuga:

bpk.go.id/Details/23206 1 /perbup-kab-sidoarjo-no-7-tahun-2022.
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2. Bimbingan teknis untuk penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan

Sosial bagi PMKS, termasu! »engelolaan program-program seperti

PKH, BPNT, Program J~ : atan, KUBE, dan pelatihan untuk

keluarga 'sq P n sosial lainnya.
Dalam upay: 1 agi kemiskinan di K. m idoarjo, program
bantuan sosial seper T (Bantr n angsur ‘mai), Pr. ~eram Keluarga
Harapan), BP” 3 nPani aNot Tu ) de BST( ot ‘al Tunai)
telah diterapkan. m-progi nil U w yan cakuy b .an uang tunai
dan bahan pangan mc “rangkat desa setempat, N°© m iplementasinya di
Kabupaten Sidoarjc snuniukkan  bhahwa tid- au isyarakat  miskin
mendapatkan bantu... oo s gl dari™oooai ~a individu yang

sebenarnya lebih mampu malah mciciuaa bantuan tersebut. Masalah ini
disebab,‘(an* oleh kunang elc‘itlﬂfyT pesan u)ez[*mgxal d praI\ se; cn pat l:lanIDmas
Sosial dalam pcr;gumpulantdata maﬁyarakat mmkm yaﬁg lcnntcgrasl Dinas Sosml
dan pcrdﬁgkat daerah Iamnya Lcndcrunb mengdndalkan dawa yang 1udah ada 1anpa
melakukan survei lanjutan untuk memastikan akurasi data tersebut terhadap kondisi
nyata masyarakat.

Pendataan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh perangkat
daerah setempat. Namun, di beberapa desa proses pendataan tersebut seringkali
tidak transparan, schingga mengakibatkan data yang diterima tidak mencerminkan
kondisi sebenarnya di lapangan. Sebagai contoh, di Desa Pilang, Kecamatan
Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, pendataan kemiskinan dilakukan oleh perangkat

desa melalui RT masing-masing. Jadi, setiap RT menyerahkan data tertulis terkait

nama-nama penerima bantuan sosial kepada perangkat desa. Pada saat data tersebut
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sudah berada di perangkat desa, pihak perangkat desa tidak melakukan peninjauan

kembali terkait kelayakan dari data y» - diterima. Data-data dari setiap RT

dijadikan satu dan diserahkan ' ah Daerah. Hal itulah yang
mengakibatkan bebe ar Z0r leh bantuan yang
seharusnya mereka t 5 aiknya, bantuan mala. 'rko 1 kepada individu
yang tergolong marn; rmasala’ n crsebut khanya o 'i satu desa saja,
tetapi di dess j seperti Jesa ” m' cejo, desa U oea Celurahan
Gebang, dan “lurahan  lair lah 1 p »  utama dari
ketidaktepatan sasarai. ~lah kurangnya koordinasi it inas Sosial, Dinas
Kependudukan, dan rwokat desa setemnat dala at luduk miskin. Di
samping itu, hubung... ;cig ccrivie wen o a2 SUgww penwed dan masyarakat

Jjuga menjadi faktor penghambat,

UIN SUNAN AMPEI

B. identiﬁl('asi Mashlah' dan Batﬂasan Masalah
l Idcnliﬁl;asi Ma.»‘?éﬁh ! ! i
Dalam upaya menjelaskan ruang lingkup yang akan dibahas dalam

penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan mengungkapkan

isu-isu yang kemungkinan besar akan muncul. Berdasarkan informasi
latar belakang yang telah disampaikan, sejumlah masalah yang mungkin
muncul bisa dikenali, antara lain:

a. Kontribusi Dinas Sosial dalam implementasi Peraturan Daecrah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 dalam mengatasi masalah

kemiskinan.

b. Upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan penanggulangan
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kemiskinan yang belum berhasil, schingga masih banyak

masyarakat yang hidup da' » kemiskinan.

c. Peran Dinas Sosial . sanaan program-program untuk
meng aer A,
d. Fakta .ait pelaksanaan Pe. v terah Kabupaten

Sidea omor2T h  2016.

e, T vantar Figh “va A4 de anper D “ial dalam
L miasiPer ura [ or Kabi atenS | omor 2 Tahun
2016
Deng:  cenoidentifikasi berhaga’ (al . penelitian akan

dapat e oror O TOUE P AIPeK 4 UL ciimen wongan peran Dinas

Sosial, upaya pemerintah, uwu icalisasi kebijakan dalam menangani

TR STTIRIAN AMPE
2 Batasan Masalah ' ' ' ) ‘- ‘

A

Mengacu pz;dé' masaiah yang ch;.h dipap;ii‘kan dal'am idenli.'i'ikasi
masalah, penulis menetapkan beberapa batasan untuk penelitian ini,
yang dijelaskan sebagai berikut:
a. Penelitian ini membahas tentang peran Dinas Sosial dalam
mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
No. 2 Tahun 2016 tentang Penangulangan Kemiskinan.

b. Penelitian ini meninjau perspektif Figih Sivasah terhadap peran
Dinas Sosial dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo

Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belak» - diatas, penulis dapat merumuskan

masalah-masalah yang akan dibahas ‘ut:

1. Bagaima l.‘n" os! tasikan Peraturan
Daerah i ~No. 2 Tahun 201¢ g Penanggulangan
Kemishii

2. B a jauan igh S. 7s¢ terh ap per  Du “ial dalam
Pera. Daecrah | bu « ! loarjc No. 2 u 2016 tentang
Penanggu, “emiskinan?

D. Tujuan Penc........

Berdasarkan adanya rumusan Mo Ji atas, maka penulisan penelitian ini

memilili tujupn antira lain: N / | v A A DY
UTINTSUNAN AMPE]
1. Untuk mcngcta‘ml pcran Dmas S(mal dalam mcnglmnlemcmasman

" Peraturan Daerah Sidoarjo 1\0 2 Tanun 2016 tentang l!nnanggulangan

Kemiskinan?
2. Untuk mengetahui tinjauan Figh Sivasah terhadap peran Dinas Sosial
dalam Peraturan Dacrah Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016 tentang

Penanggulangan Kemiskinan?

E. Manfaat Penelitian
Berdasarkan adanya tujuan yang ingin tercapai dari hasil ini, maka
penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/



Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan pembaca

khususnya mengenai peran Dinas Sosial dalam penanggulangan

kemiskinan dan implem Cabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun
2016, se _ &l d ah wawasan bagi
akademi: i aplin ilmu figh siyasa.

2. Manfast IS

g 1- mpen tiani di! capk dapat  me agi semua

piha teilibatt ma <«

a. Penei. * dapat digunakan oleh pe 2 sebagai referensi
untu moatur indane-undang at ng mengatur dan
MeNMimn poraar e svoral N oo <miskinan melalui

program kesejahteraan suoiw.

i 1Y ‘Aasyara‘.a( rapft dili ldll\gl alel pemerintah deygyngperiakuan
f‘ ’l | i [ ] 4 [ ™ S\l \; I
vang adil, khususnya tcrkall hak hak hldup dcngan layak. Hal ini

akan menin gkdlkan pcmahaman dan perlakuan yan‘s sama dl mata

hukum (Equality Before the Law), seperti yang diamanatkan olch
Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

¢. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti masa
depan, memberikan pembelajaran tentang pentingnya peran Dinas

Sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

F. Penelitian Terdahulu
Kajian terdahulu digunakan oleh peneliti untuk melihat penelitian

sebelumnya dan menemukan ide-ide baru untuk penelitian berikutnya. Kajian
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terdahulu membahas penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian saat

ini dan juga membantu peneliti untuk menempatkan penelitian mercka dan

menunjukkan bahwa penelitian mer . pi.

Adapun agar an att aka penulis dinilai
penting untuk meng i crapa penelitian terac an, berkaitan dengan
judul yang dipilib p 5. Sebag' m 1a beri'  dipapark. >rapa penelitian
terdahulu, ya' i,

1. Jure aitulis  *h z 1 nda. nelia, li. syah Herman,

dan Fika anita dengan judul “Pera [ Sosial Terhadap
Penyalur Rantan  Sosial ~ Sebr Jp Penanggulangan
Kemiskif oot 1 il ifferon , w.oti tantangan yang

dihadapi, terutama mengenu: wuwe Optimalnya proses pendataan, yang
. impngakibatkan ambajan al penvalur.n b(mtl SPs alam
UTRSTTITA R R RMTED

kajian ini, pcnuhs mcnckankan pada leu isu ‘yang mengganggu
. B § A \ 4

A
| ]

kelancaran dis;'l;ibusi banttian sosuﬁ, lcrdap'zii perbcéaan sign;i?kan
antara jurnal ini dengan skripsi saya. Skripsi saya tidak hanya fokus
pada faktor penghambat penanggulangan kemiskinan oleh Dinas
Sosial, tetapi juga mencakup aspek lain yang relevan dengan
pengelolaan bantuan sosial."?

2. Jurnal yang ditulis oleh Heryanti dengan judul “Peran Dinas Sosial
Kabupaten Bone dalam Menanggulangi Kemiskinan (Perspektif

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

"' Rizki Nanda Ameliya, Murdiansyah Herman. and Fika Febriyanita, "Peran Dinas Sosial
Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upava Penanggulangan Kemiskinan Di Kota
Banjarmasin (Universitas Islam Kalimantan)", akses 10 Oktober 2024, https://shorturl.at/avN7X .
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Sosial)”. Penulis jurnal ini menyoroti isu kesejahteraan sosial yang

belum berjalan secara optima' ~ang tercermin dari peningkatan angka

kemiskinan di Kabupatr 3 » tahunnya. Fokus utama dalam
jurnal ini pr a8 ngan kemiskinan,
yang seje ar copik skripsi saya yan, n¢. bahas peran dinas
sosial la isu yang sa a. Nar terdapa. daan signifikan
ar i ini  n sk si saya jurnal i lentifikasi
keko cana it ri th d kek ai sumber daya
manusia . © kendala utama yang di* d: leh Dinas Sosial

Kabupatc e **

3. ‘Skripsi S SCESRe 2 Jude.  L..eun Figh Sivasah
Dusturiyah terhadap Peraii wuuas Sosial Dalam Peraturan Daerah
‘Krbanatu:n Greu NrrT,or ’}ahl‘n ~2,012 Men\enm P[ mrsurngan

: ‘nglgmya Anglfa Kcmmkman (Smdl dl Kabupatm Grcstk) Sknpm ini
meneliti terkait tanggung _]dwah pzmmmah khususn)’a Dinas Sosml
dalam upaya penanggulangan tingginya angka kemiskinan. Meskipun
pembahasan utama skripsi ini hampir sama dengan skripsi saya tetapi
terdapat perbedaan dari fokus penelitiannya, skripsi ini lebih
menitikberatkan pada peran Dinas Sosial dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui pengembangan potensi
sosial masyarakat miskin agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan

yang ada."

'* Heryanti, "Peran Dinas Sosial ...." 46-72.
'* Eki Deza Iskandar, "Tinjauan Figh Sivasah ....".
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4. Jurnal Umaima berjudul “Tanggung Jawab Pemerintah terhadap

Pengentasan Kemiskinan (7 ‘iauan Ekonomi Islam)”. Jurnal ini

mengkaji tanggung jor . rtah dalam upaya mengurangi
kemiskin o’ al krusialnya peran
pemerint al sistem ekonomi, « fo us khusus pada
penang 2t n kemi @ n. Jurr Cersebut has bagaimana
ta g ab p aerint ©  pat  optim  °n konteks
ckou. ‘ata, Me ipu a | iama antar 1a a1 dan skripsi
saya, yaitu nya membahas isu pengen’ se niskinan, terdapat
perbedaa  nifikan JTurnal Timaima ! on ratkan pada peran
pemerintreurroTTuT USRS 45 ¥ 1oionrrooane 1gkan skripsi saya

mungkin menjelajahi perspeaa win atau metode yang berbeda dalam

g p( a=ggulangan kempigkinan. | Pe ')ed;mn i menhn jukk: ahwa,
| FIFTRTSTTREA AMTT
pcnd|ckalan dant perspekuf yang dliunakan dalam kedua karya tersebut

berbeda, dcngan “jurnai ini mcngkAhususkan" pcmba(nasannya "pada

tanggung jawab pemerintah dalam kerangka ckonomi Islam.'®

G. Definisi Operasional
Definisi operasional adalah kumpulan istilah yang menjelaskan isu hukum
yang dibahas, yang membantu pembaca memahami konteks pembahasan dan
memberikan penjelasan yang jelas tentang judul penelitian dan masalah hukum

yang dibahas. Berikut ini adalah penjabaran istilah-istilah dalam observasi yang

'* Umaima, "Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Pengentasan Kemiskinan (Tinjauan Ekonomi
Islam) Diktum: Jurnal Svariah dan Fhdum12, no. 2 (Juli 2014), accessed 14 Oktober 2024,
https://ejurnal.izinpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/213".
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diteliti oleh penulis:

1. Figh Sivasah Dusturivah mer »akan bagian dari kajian figh siyasah

yang membahas secara b perundang-undangan negara dan
membaha a al’ alam siyasah dan
hubungar ri .nerintah dan rakyat ak 1ak warga negara

yang wji ndungi.

2. Di i osial rupal n ah: uinst i p ‘ah yang
men. raa pen g« ¢ | lang langa 1 .nan melalui
berbagai i sosial yang diberikan ke~ d syarakat, seperti
pendamp: » untuk kelomnok rents 2 1 pemberdayaan
masyarakas o nhnusasiy w038 i pernywenmgaraan kegiatan

program bantuan sosial,

B. PertL:ran Davrah Ka'JITvatin i‘no Nom )r Z\Ta’ n!mr lnlang
: Pcnanggulangan Kcmnkman mcrunz;kan pcraturan yang mengatur
: mcngméu bcberapa aspux,-mulal aari hak dan kcwajlgmn masy;rakat
miskin yang di atur secara khusus di dalam Pasal 7, pendataan
masyarakat miskin yang di atur dalam Pasal 12 dan 13, program-
program penanggulangan kemiskinan yang di atur dalam Pasal 14 da 15,

serta pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang di atur dalam Pasal

26 dan 27.

H. Metode Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

normatif empiris. Penelitian ini mengkaji terkait pelaksanaan atau implementasi
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ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi dalam

1. Jenis Penelitian

Per 4 [ &g Im empiris yang
berfokus [ aku individu atau ke. a. am hubungannya
dengan ,ataude ja katala®  tuk men raimana hukum
be i am o oyarak 7 Penc an in :‘bl& | agunakan
pena. “osio-leg  ya xr rluka integr: i Zai ilmu sosial
dan hukun.

2. Sumberl

2. SumbSESaerrraNer
Penelitian lapanigan wienghasilkan data yang diperolch

lms-lal.n pé nd( atluT,s Tal Fter[‘nasslk pe,‘:g natz n, !misraT dan

wawancara Sumbcr da‘fa primer |m adalah hasﬂ dan kchatan yang
dual‘mkan OI;:H lcmbag; bcnwcn;ng yang terlibat [dalam masalah
tersebut.
1) Wawancara yang dilakukan dengan:
a) Pihak Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, yaitu Ibu
Dewi selaku Staff dan Operasional Bidang

Rehabilitasi Sosial, dan saudari Putri Pilian Bella

selaku Pendamping Bidang Rehabilitasi Sosial.

17 Jonaedi Efendi Johnny Ibrahim, "Meiode Penelitian Hukum Normaiif dan Empiris, (Jakaria:
Kencana, 2018)", 3; accessed 20 September 2024,
https://books.google.co.id/books?id=50ZeDwAAQBA & printsec=copyright&hl-
id#v=onepage&q&f=false.
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b) Masyarakat penerima bantuan sosial, yaitu Ibu
Mulyani In< * Sari, Ibu Sumilah, dan Ibu Sami.
¢) Masys > yang tidak menerima bantuan
L ait u Kartini, dan Ibu
«ayati.

Observa L angan:

Pe jamat l¢ sun difoku  n >sa Pilang
Kecar tar 'c rayu dan i an  Gebang
~amatan Sidoarjo, Kabupa® 1 rjo.

b. Sumb ata Sekunder
1) Ui oncan oL, Aan‘-o.. ..oatang Penanganan
Fakir Miskin,

;P : IZL Peraturan aTrT ljabl\gatm Qldoar_,it Q{omsr 1T'.h 1]2016

t
Tcntang Penanggulagan Kcmlskman

3|) Pcraluran Bupau deupalcn Sldoarjo Nomor (7 Tahun ’022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas dan Funsi,
Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

4) Buku Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan penclitian ini
S) Buku Figh Sivasah yang berkaitan dengan penelitian ini

6) Jurnal tentang Figh Sivasah dan Penanggulangan Kemiskinan
7) Literatur yang berkaitan dengan penelitian ini

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara yang dilakukan kepada:

Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan pihak
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dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagai bagian dari unsur

pemerintah daerah. Selai® itu, peneliti juga akan mengadakan

wawancara dengan » _arakat sebagai penerima bantuan
sosial Cane a3r belum menerima
bantu s
b. Stui stakaan

di litc tur 1 lit kan  engun  law melalui
k memb: ., 1 1 ki, « 1 me ol .an literatur,
buku, = mal yang berkaitan dengar o enelitian. Proses
ini m aekinkan neneliti_unty! pe informasi dan
pemal.ciiai e et «m 2 Stcyen g diteliti dengan

cara mengeksplorasi beivagw sumber yang relevan.

Pl ‘T rnLkPmya'lanlDalr[ ,J ’-3'[ \ 1\ \ ! l I

Metode ytang dncrapkan dalam pcnyajlan data adalah dcsknpnf
" yang mt‘:hpuu pcngumpulan fakta dan interpretasi um‘uk menyajlkan
penjelasan yang sistematis, akurat, dan berbasis data mengenai
hubungan antara fenomena yang diteliti dan informasi yang tersedia.
5. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisis data penelitian, digunakan teori-teori yang

sesuai. Proses analisis ini menghasilkan kesimpulan yang dapat

dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang diteliti.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan penelitian memiliki struktur yang jelas dan terorganisir,
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penulis menerapkan sistematika pembahasan yang umumnya terdiri dari lima bab

utama. Berikut adalah penjelasan rinci © ~ngenai setiap bab dalam sistematika

tersebut:

BAB I: Pent ar oat an latar belakang
yang mendasari pen , cakup identifikasi ser. Ma. san masalah yang
dihadapi. Selamn i‘u i me' ‘@ ‘an rur N masa o akan diteliti,
tinjauan pusts i evan, juan ' n: mfa: darih ' po 2, definisi
operasional yan, ckan,ser me d ¢ litian angd k . Sistematisasi
pembahasan juga diui. 'i bagian 1, memberikan = m umum mengenai

alur dan struktur pen n

BAB II: TR omanreenta N T Dusturiyah dan
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoai ;o .vv.a0r 2 Tahun 2016. Bab ini berfokus
pada r.:njq‘:lal;allu_slm.;ar l':‘ori.iﬁq(; .;iyﬁ.;-ah_'ia rua;ng I‘lkrgkuo pe nelnna'nyn! serta
berfokus pada penjelasan Iiaial pasal ‘Pcrda Kabupatcn S:doarjo Nomor 2 Tahun
2016 yang dlguilakau Pembihasan 1;11 juga uapat membantu pc‘mahaman yang
mendalam tentang figh siyasah dan relevansinya dalam konteks kenegaraan dan
politik Islam.

BAB III: Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Sidearjo No. 2 Tahun 2016. Di bab ini, penulis memaparkan profil
Dinas Sosial dan peran Dinas Sosial terkait dengan implementasi Peraturan Dacrah
Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016. Bab ini memberikan informasi yang

mendalam tentang bagaimana peraturan tersebut diterapkan di lapangan dan

tantangan yang dihadapi.
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BAB 1V: Analisis Figh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam
Implementasi Peraturan daerah Kabvr ten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016. Bab

ini menyajikan analisis mendalam t~ ana figh sivasah dapat digunakan

untuk menganalisis | in: ad nan sesuai dengan

Peraturan Daerah K it idoarjo No. 2 Tahu. ac1gan memberikan

perspektif teori yarg an.

BAB - el ). Pad bab  ak ¢ in. penuli ei 'kan hasil
diskusi dari penc menyajib ke ooal berc arkan s masalah yang
telah ditetapkan, serta ~rikan rekomendasi dan kri® < berkaitan dengan
penelitian tersebut. I “un ini memberikan ringl arn 1an penelitian dan

SAran-saran untuk Pe. cumae wies peoricsiondl A

Dengan sistematika pembahasau i, penelitian menjadi lebih terstruktur

dan ter¢ rgamfllr,Lmemud‘ ma\pifnrha nar\dal anglllsm )arll\has ng ipegoleh.
_ N2 I l°

| B, A j A
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BABII
TINJAUAN UMUM TENTANG F’” “H SIYASAH DUSTURIYAH dan
PERATURAN DAERAH KABV . YOARJO NOMOR 2 TAHUN

2016 TED o’ tels JINAN

A. Pengertiapr ¢ uang lir ki Figh*  “sah
1. Pe a hSiva h

ciyasah”  cra ri ahas Arab n ailiki makna

“mengatur, rintah, mengelola, dan m* ar kebijakan dalam
konteks ;7 Dalam nengounaann’ i8¢ ak hanya terbatas
pada tind TR 5 wfan MNCicun «p pongelolaan sumber

daya dan pembuatan Keputusau suategis yang terkait dengan kehidupan

Je[ba-wgm dar be1 neg,arr Kpns\p slva%ah say gahera' ka tq'uly Tngan

~ .

aspck!-aspck poimk pcmennlahan dan pcrumusan kcbuakan publlk
. Secara lebih sedernana, Sl;dbah dapat dipahami scbag';at scrangkaxan
kegiatan yang berfokus pada administrasi dan pengelolaan suatu negara
atau organisasi dalam rangka mencapai tujuan tertentu, seperti stabilitas
sosial, kemajuan eckonomi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini,
siyasah melibatkan perencanaan, pengawasan, serta implementasi
kebijakan vang diharapkan dapat memperbaiki kondisi sosial dan politik

masyarakat. Oleh karena itu, siyasah memiliki peran penting dalam

memastikan kelancaran roda pemerintahan dan tercapainya

http://digilib.uinsa.ac.idfhttp://digilib.uinsa.ac.id/



24

kesejahteraan bersama.’

Figh sivasah merupakapr abang ilmu dalam studi hukum Islam

yang menitikberatkan ps ’ pengaturan kehidupan umat dan
negara om p? iat, Dalam figh
sivasah, n _gulasi, serta kebijak o ikeluarkan oleh
penguase yadi al© 1 tuk m  pai kesc an umat dan
m il kema hatar w im. Tujuan Ita adalah
mern. natanar )siic y g ilda armo el .1 pencgakan
hukum ya. ai dengan ajaran Islam. H- 1 ncakup berbagai
aspek ke nan mulai dari nolitik, i sga sosial, yang
SEMUANYw 1evis vewr s e g AP oo <an keberlanjutan

untuk kepentingan umat sccwa avseluruhan, Dengan demikian, figh

UTRSTTIRIAT RARITPET"
aspek k}ctatanefa'raan dar}“politik d?ri sudut"pandang hukum lgzlam,
dengau‘ lujuan'Aﬁ'Tcnciptakhz’in sistér pemerintahan y(ang adil "'dan
sejahtera berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Figh Sivasah adalah bidang yang mempelajari bagaimana
membuat undang-undang dan peraturan lainnya yang sesuai dengan

prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, temuan-temuan dalam bidang

hukum sangat penting. Setiap peraturan resmi negara yang tidak

! Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, Figh Sivasah Konsep, Teori. dan Sejarah Perkembangan
Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer, 1st ed. (Kota Malang: PT. Literasi
Nusantara Abadi Grup, 2023), 15, accessed 9 Oktober 2024,
https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/8aa7¢155-417d-b835-d83f22bc70de.
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bertentangan dengan ajaran agama harus dipatuhi sepenuhnya.

Dalam Al-Qur’an juga t= 'apat berbagai topik mengenai akhlak,

hukum, aspek sosial bud- _ ra, hingga politik. Meskipun kata
“politik™ e S0 Al-Qur’an, tetapi
banyak a ar iembahas hal-hal ke ali k, seperti konsep
khalifak, iah, dan 1! vah, AC m nilai-. ~ebut kemudian
di 1 msua ayat 'kt did mQS N * 59, yang
berbc

Qoo soh e A AW U Jpten 1t 3 i GG

G AU s
Artinya: “Hai orang-orang iman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapal tentang sesuatu, maka kcmbalikanlah ia kepada Allah (Al-

f dah Rasul fsunndhnya), Ji kamu bcuan\‘en epada
P. ,All auhan hl! ud!ar ‘{l)»f |k|.m itu l&nh nti'n (b im1) dan

~ lebih Plvallf aklbatrva (Q. S f\n msa 59)‘

Ayat di alas memenntahkan agar kaum musllmln( taat dan 'paluh
kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang
kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahataan umum. Patuh
kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri yaitu orang-
orang yang memegang kekuasaan di antara mercka. Apabila mereka telah
sepakat dalam suatu hal, maka kaum Muslimin berkewajiban

melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak

bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadits.

2 QS. An-Nisa' ayat 59,
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2. Ruang Lingkup Figh Siyasah

Figh Sivasah bertujuan > tuk memastikan bahwa segala urusan

pemerintahan dan politi . dari prinsip-prinsip dasar islam,
yaitu kea e ar it. Ruang lingkup
[figh sivas n  claskan tentang pemar. “*b. dalam lagi terkait
ajaran 15l am me' ja rberbe  aspek ke » bernegara dan
be a Setii  bida - ¢ ing rkait ¢ n | fuk suatu
sistes nezara ) 1g  « a oerda rkan | p unsip syariah,
dengan tuj. ma mewujudkan kemaslah® ar t dan menegakkan
keadilan.

Mensmrrocor—ramaol 0JCi ;wns wbahas dalam figh

sivasah mencakup pembuaca: peraturan dan undang-undang yang

g dl[ur'\kau un‘uk nellg e);\'n'a dengan b*rl daf pa insip-
UTR N Al l”l
prinsip agama la membagl objek kapan jnqh umsah mcnjadl tiga
) bagian, ;’altu. L\ " - X
a. Politik perundang-undangan (sivasah dusturivah), yang
mempelajari tentang legislatif, yudikatif. dan administrasi
pemerintahan.
b. Politik luar negeri (siyasah dawlivah), yang mencakup
hubungan diplomatik antara negara-negara Muslim dan non-

Muslim serta hukum perdata internasional antara mereka.

c. Politik keuangan dan moneter (sivasah malivah). yang

* Achmad M il Alfan Nasrullah, Figh Sivasah Konsep, Teori. dan Sejarah Perkembangan
Pemikiran Politik Islam dari Klasik hingga Kontemporer, 16.
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mencakup sumber daya keuangan negara, pengeluaran dan

belanja pemerintah, per 2gangan internasional, kepentingan dan

hak-hak politik. sistem perbankan termasuk di
de .J.

Men 1c  ash-Shiddieqy, objek “qu sivasah mencakup
tugas 11(¢ i dan se u aspek ‘inistratis ~ syariah tanpa
m s khus yang “er atan n den S5 amum. la
mer, okkano :k j 1 hsi ah m 1 apan bagian,
yaitu:*

a. K kan dalam hidane legig]-

b. Keooomwraawans
¢. Pendekatan terhaday oioweun peradilan;
! l ldL, .P‘nd“al‘r‘ pl)lT tjala\!l p[,rek,onow;anq\ \ ! ' l

cl. Pcndckala'n admlnl‘:strauf dalam pcmcr}ntahan .

i 2 i’endekatan politik lcrhadap nubungan mlcmasu'mal: A

g. Pendekatan dalam pelaksanaan hukum, dan

h. Pendekatan politik terkait perang menurut hukum Islam.

Menurut Ibnu Taimiyah, objek kajian figh sivasah berkaitan
dengan pemegang kekuasaan, tanggungjawab terhadap amanah, dan
penetapan hukum yang adil. Ia menjelaskan bahwa figh sivasah

berfokus pada empat hal, yaitu:®

a. Peradilan;

* Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, Figh Sivasah Konsep ..., 16
* Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, Figh Sivasah Konsep ..., 17.
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b. Administrasi negara;

¢. Keuangan, dan

d. Hubungan intern » konteks pemerintahan
Berc i 4 A latas, pembagian
objek ka g vasah disederhanakan 41 ga bagian pokok,
yaitu:®
2 S8 hal-D  turive” at pol k& legis f | p kajian
lammer :ma x a iasp dalar 21 pemerintahan,
yang stkan pembuatan hukum / s th) oleh lembaga
legi  © sehagai  bagian dar s mokratisasi  dan
IePlsseras—ranyon—poidk | S .qadha'iyah) oleh

lembaga yudikatif yaie ovcanggung jawab untuk menegakkan

! l l tl(ea‘dllar' S uz\' [denj, \ T;mas huk ;{n l\yar !wl’xu.l serta
. ‘Ipcngclolaan admmls{rasn ncglall'a (|danyah) yang dllakukan oleh
iembaga cksekutif atau birokrasi untuk mcmasl&(an kclancaran
dan efisiensi dalam implementasi kebijakan publik di tingkat
nasional maupun daerah.

b. al-Sivasah al-Kharijiah atau politik internasional, yang mencakup
hubungan diplomatik antara warga negara Muslim dan non-

Muslim (a/-Sivasahal-Dualial-"Am).
c. al-Siyasah al-Maliyah, yang mencakup kebijakan perbankan,

perbendaharaan, perdagangan internasional, dan pajak.

© Muh d Ramadhan, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Figh Sivasah (Pekalongan:
PT Nasya Expanding Managemem 2019, 27,
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B. Konsep Kekuasaan dalam Figh Siyasah Dusturiyah

Sivasah dusturivah merupakan ' oian dari kajian figh siyasah. yang

membahas prinsip-prinsip utama ya- - 'sar pemerintahan di suatu negara
yang di dalamnya ! K g b X adat. Dalam figh
siyasah, kata “dustur st .gadengan konstitusi. te. ninologi, “dustur”
mengandung arti kur nkaidab a rmeng  dasar da. >gan kerja sama
antara sesam< e ta ma araka lal 1sel ah neg L 2 tertulis
(konstitusi) mau, s tidakt tul 1 av oasi).! cnurut 1l ahab Khallaf,
prinsip-prinsip yang u an Islam dalam perumusar ar -undang dasar ini
adalah jaminan ata  Y-hak asasi manusia ¢ .y masyarakat dan
persamaan keduduk... coiice civin w0 wkii., «.pa membeda-beda

stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikai uwi wgama.’

P)l\alﬁcrl I'szrmmh I em'bT:nas seiQ;a ["hu-sus te: ,kaL\ Pe' Ezmiumrngan
negara (konscp—konscp kommusl lcglslasn Icmbaga dcmokrasl dan syura).
Styasah Dmturn af; juga mcm’oahas ka-_uan mcngcnax konscp ncgar(a hukum &alam
siyasah dan hubungan antara pemerintah dan rakyat serta hak-hak warga negara
yang wajib dilindungi. Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan
manusia.®

1. Ruang Lingkup Figh Sivasah Dusturivah

Ruang lingkup Figh Siyasah Dusturivah mencakup beberapa

? Muhammad Ramadhan, Kontekstualisasi Dokirin Politik ..... 198.
" Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, /mu Hukum Dalam Simpul Sivasah Dusturivah
(Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), akses 16 Desember 2024, 78,
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bidang, yaitu:®

a. Bidang Sivasah Tasyri 'iva’

Dalam kajiap ; . legislasi atau kekuasaan legislatif
diseb & g al- asaan pemerintah
islam n cmbuat dan meneta, ko m. al-tasyri‘ivah
digin untuk  1¢ njukks  salah sa venangan atau

i pemer .ahisi n¢ am: ‘ngant “\ba‘.\. negaraan.

L Siyasah© syr v h rmas dalar ¢ un Ahlul Halli
wa al-u. ~wakilan persoalan rakyat.

lam kaiian Fiaih Sivae la asah Tasyri'ivah

diguncer e oo Ju' alal. oo <ewenangan atau

kekuasaan pemerintah tsian watuk menetapkan hukum yang akan

1 ~herlnkullau anokap, ol h m)sy rakstn: ay rdagarkan
UIT 'm' TIMT AN AT b'

klctenluan yang telah dnurunkan Allah SWT dalam syari'at Islam

| 5 ',

Dengan demlkmn unsur-unsur kglslas: dalam Islam[mchpuu )
1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan
hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2) Masyarakat Islam vang akan melaksanaknnya.
3) Isi peraturan atau hukum harus sesuai dengan nilai-nilai
dasar syari‘at al-Islam
b. Bidang Siyvasah Tanfidiyyah

Bidang Sivasah Tanfidiyvah, termasuk di dalamnya

? Muhammad Igbal, Figh Sivasah Konteksiualisasi Dokirin Politik Islam, 1st ed. (Jakarta: Kencana,
2014), akses 16 Desember 2024, 187,
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persoalan Imamah, persoalan Bai’ah, Wizarah, Waliy al-ahadi, dan
lain-lain. Dalam figh siyar ", kekuasaan cksekutif disebut dengan

al-tanfidivyah.

O aud if dalam Islam
dinyal d  nistilah ulil amri dai 'la, oleh seorang amir
atav k h. Istilab i amritid  hhanya * untuk lembaga

ki jame! nkan, xa tuk nbaga isi 'ikatif dan
'8 slangan  lar ¢ ng | ih lue i <amun dalam
ketatari. . negara mayarotias Islo menganut sistem
presid 1 senerti Indonesia han 01 n sebagai kepala
Negar RO PO | SClupw: pwddcak roda untuk

menjalankan urusan poacontahan  dan kenegaraan, dalam

Imnn)alankan pl.ral'uTu pfru \da hg- u;\danf an C\an T !ui;ur T\buat

kcbljakan aptablla dlanggdp pcrlu untuk mcndalangkan manfaal demi
kcm:;\slahaxan umat. Bcrdasarkan al-qur’an dan a! Sunnahn, I'umat
Islam diperintahkan untuk mentaati ulil amri atau pemimpin suatu
negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah
dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Tugas tanfidiyyah adalah melaksanakan undang-undang.
Disini negara memeliki kewenangan untuk menjabarkan dan
mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan

tersebut.

c. Bidang Sivasah Qadha’iyah

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/



Dalam figh siyasah, kekuasaan yudikatif disebut dengan al/-

qadha’ivah. Bidang sivas * qadhaivah, termaksuk di dalamnya

adalah masalah-m- . lilan yang Dbertujuan untuk
meny an e 1 perdata maupun
pidan 1 terkait dengan sc. a. ninistrasian yang
berku m deny n negara  “ni pers sersoalan  yang

el nyang aener. ka sah dakny: da ‘ang untuk
G ckanyar se | w o su hdiu a  pokok materi
konstit. 1 negara.

d. Bidan asah Idavivah

g e O difl Cieens yang mengurusi
tentang administrasi nhogwa dan merupakan suatu cara untuk
lrr-«ncupal pcx \er1nT,hm y\ng[ ba;k y pg l\me \cz!lgklr [mang
kcwgnangan Pcmu‘ml?h organ- Qrgan badan-ba@an publlg dan
Pcm‘erimah.g » \ {

Idarivah diambil dalam bahasa arab yaitu adara-asy-
syay ‘avudiru-idarivah yang memiliki makna tentang mengontrol
dan melaksanakan sesuatu. Sedangkan secara terminologi berarti
sebagai hukum administrasi. Jika dikonvensi dalam sistem hukum
Indonesia, administrasi negara memiliki pengertian segala proses
dalam rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan olch dua

orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha untuk

mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara
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dalam syariat islam bertujuan untuk melindungi harta, gama, jiwam

keturunan dan kehormats melalui pendataan. Sivasah Idarivah

merupakan bidang v as masalah-masalah administrasi
peme! ad alk iyah dicantumkan
sekun 1 sip-prinsip pengatura. ‘an. administrasi oleh
penau tdalam+ n rintaha  atunega.
C. Peratur. raa Kalb Hat d rjo® mor2 w .016 Tentang
Penanggulany, miskinan
Peraturan D ™ Kabunaten Sidoarjo ] 1 2016 tentang
Penanggulangan Ken.nvi tic i vor 03’ Alics penand yang dirancang

untuk mengatasi permasalahan kemiswuwn di wilayah tersebut. Penerbitan

peratur.yn i r lL-atarbelal angl OIFT Dejnal'qm 'n bahwa ,ker\\lsk\na 3 anya
KMTTE

mcrupakan masalah ekonomx Ictapl juga mellbalkan bcrbagal aspek qosnal

pcndldlkan. kesehatan, dan perumdhan yang salmg terkait, Olc‘:h Karcna itu,
penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan
terpadu. Peraturan ini memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam
merancang dan melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan, baik
dalam bentuk bantuan sosial, pemberdayaan eckonomi, maupun peningkatan akses
layanan dasar. Untuk mendukung keterlaksanaan peraturan tersebut, Perda ini juga

mengacu pada sejumlah undang-undang nasional, seperti Undang-Undang No. 11

!9 Risky Fausia, Telaah Sivasah Idarivah terhadap Implementasi Kebijakan Badan Pertanahan
Nasional Tentang Pemukiman Penduduk Kawasan Hutan Lindung di Kelurahan Tamaona, Skripsi,
2023, 18, accessed 16 Desember 2024, https://shorturl.at/yVuTY.
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Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menckankan pentingnya

kesejahteraan masyarakat, serta Undang ‘ndang No. 13 Tahun 2011 tentang

Penanganan Fakir Miskin, yang mrs »dasan hukum bagi penanganan
masalah kemiskinan e ah
Di dalam Per 1 -ah Nomor 2 Tahun Z¢ al . dijelaskan
mengenai tujuan pn slangan! n ckinan,  puti:
a M & menu! a hal da ¢ p gurang  be ‘dup, dan
perbe adtashi pr s rooami ing
b. Mengemb. potensi dan memperk: it asitas  kelompok
masyarak sk untuk terlibat dalar an 1 yang didasarkan
pada prinfipeprinsTprpenocran ya Jaline,

¢. Memberikan akses dan penguuwau ckonomi bagi pelaku usaha berskala

jmlrnL d:m kecll d n [ ,J ’;\1 F"‘; \ 1_\ \ ! 3 l I

1 |
d Mcwu1udkan ?emngkalan kcgman ckonoml daq sosial }mtuk
3 mcmngléatkan kescjahlcraan masyamkal mlskm {

Selanjutnya di dalam Pasal 7 telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban
masyarakat miskin, meliputi:

e. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan papan;

f. Memperoleh pelayanan keschatan sesuai dengan ketentuan;

g. Memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan:

h. Memperoleh keterampilan berusaha, peluang pekerjaan dan serta

pengembangan usaha;

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/



35

i.  Mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kebutuhan air bersih dan

sanitasi yang baik;

j.  Mendapatkan lingkungar . hersih dan sehat;
k. Mendapa lf:r" e i perlakuan atau
ancaman n  ackerasan; dan
I. Mempe-o :sempatr v ‘uk ber  ‘sipasi du “idupan sosial,
ck 1,8 yolitik ‘
Dengan . hacdan wa x n yara tmisk al pula di dalam
Pasal 12 mengenai i penanggulangan kemis’ n: ielalui  pendataan

kemiskinan, yangm¢ it
(1) Perangka Suocnrerrorncamnes pr { Viciow wnokin di Kabupaten
Sidoarjo secara periodik, teipauu wan partisipatif;

!2) Per Eftaau kerniski nar Tbafmgan dupakst d pl\'{la ﬁya[ &Jlml:rukan
~ secara Iangsung dan lmgkal dcsa/kelurahan sampal Imgkal kabupaten
bcrdaalsallkan knrcna dan mdxkator kemlskman yang dnc[tapkan. A
(3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh
Perangkat daerah yang membidangi kemiskinan dan dilaksanakan oleh
Tim yang dibentuk oleh Bupati;

(4) Pendataan kemiskinan dilaksanakan oleh Tim paling sedikit 1 (satu)

tahun sckali;

! Peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2016 Tentang Penanggulangan Kemiskinan,
https://download/10277/PERDA_02_TH_2016.pdf.

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/



(5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan apabila
terjadi situasi dan kondisi tert” *u yang secara langsung maupun tidak

langsung mempengaruhi

(6) Hasil pe i .ng yat (1) sebelum
ditetapkai rt dakukan verifikasi o “de i oleh perangkat
daerah va :mbidan ;

(7) H- 3 i dan alida:” se gain na dir  suc ayat (6),
ditetc. ‘anganK utt 1 ju tida litemy /i .clola dalam
sistem ini. terpadu penanggulangan e nan daerah serta
dijadikan  haeai  dasar interver 0! dan  kegiatan
PenanggUiTTE S ROTION oY =

(8) Ketentuan lebih lanjut mengcaw @ta cara penentuan dan penetapan

lmrexL-a warga \mx k"f Tan )en\‘l:el[mk;m Tl m sf\bag\alrl\amrmlaksud

pada ayat (2) datn (3) dlatur lebih lanj ul dalam Peraturan Bupati. .

Sclan)ulnyal di dalam Pasal i3 men_)elasxan lebin Ian_|ut ba}!wa "‘

(1) Setiap orang dilarang memberikan data palsu dan atau memalsukan data
kemiskinan;

(2) Pendataan kemiskinan harus dilaksanakan secara jujur, adil, obyektif,
transparan dan akuntabel;

(3) Seluruh biaya pendataan, verfikasi dan validasi kemiskinan akan di
bebankan kepada APBD.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, terdapat beberapa program-

program penanggulangan kemiskinan yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah
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Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Pasal 14, vang meliputi:

a. Kelompok program bantuan sc ‘al terpadu berbasis keluarga, bertujuan

untuk melakukan pemen? 5 r, penguranagan beban hidup dan
perbaikar s X .ar

b. Kelompo o .m  penanggulanga. m. kinan  berbasis
pemberz masyar @ bertuj mengen. n potensi dan
m- k pasita wvarga s’ 1uni cterlib  fanc hangunan
yang “kanpad orit p ri ippe erday n. arakat;

c. Kelompok aram  penanggulangan | kinan  berbasis
pemberde ~ © nsaha mikro hertuiuar ¥ ) erikan akses dan
PENGUALAL wiCirvians ous e ANG Corvnenw mikro; dan

d. Kelompok program-prograni iwuuiya yang baik secara langsung ataupun
;P udrk angsung Oﬂlr“ 1'1Tmﬁkal\an Jtegiatan r}ior\'imx !; i;,efjal](craan
N . i W

warga mlﬁkm

’fi:rdapat pula be’bémpa program sosial terpadu bcr{)asis Keluarga

. A i A \ 4
- ) ¢

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a yang diatur lebih lanjut di dalam
Pasal 15, meliputi:

a. Bantuan pangan dan sandang;

b. Bantuan keschatan;

¢. Bantuan pendidikan: dan

d. Bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

Untuk menjalankan program-program tersebut, diatur pula dalam Pasal 26

yang mengatur terkait pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, meliputi:
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(1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu,

konsisten dan  keberlanjut: sesuai skala prioritas  dengan

mempertimbangkan kem 5 “er daya Pemerintah Kabupaten
Sidoarjo « . ,‘u" arg

(2) Penanggu m  askinan dilaksanakan “F. yang mempunyai
kewenang welaksan’ @ tugas < ok dan . “enanggulangan
ke A

(3) Pela. oenangg an 0 @ kina likoor ik oleh TKPKD
Kabupaten 0.

Pasal 27 men  lebih laniut terkait nemk ) (D sebagai wadah

lintas sektor untuk N.c..onvvs visine oo n Pa onen sow-dngan kemiskinan

di Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi:

15 D‘raln upaya me 1ngk: xka ma»,«n per u nganmyk mmean.
dlbcntuk (TKP]%D),

A
)

’) TKPKD sebagaunana difnaksud paua ayat (1) bcrkcducsukan di bawah
dan tanggung jawab kepada Bupati:
(3) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Unsur Pemerintah Daerah;
b. Masyarakat;
¢. Dunia usaha; dan
d. Pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPKD diatur dalam Peraturan

Bupati.
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Peraturan ini juga mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap

pelaksanaan program penanggulangan k- viskinan untuk memastikan efektivitas

dan akuntabilitas. Sumber 5 untuk program-program
penanggulangankem . .‘_iv' ar ra transparan dan
akuntabel. Dengan ik Perda ini menjadi an bagi Pemerintah
Kabupaten Sidoaj lam m w uskan “ijakan orogram yang
komprehensit k igatasi nasal.© k aisk wn sec . be ‘utan dan
terintegrasi.

Di dalam Pas ayat (4), dyelaskan bahy tuan lebih lanjut
mengenai TKPKD diatur di dalam Peratur _at mgenai ketentuan
tersebut, telah diatu. . oo Copan oid WOl .+ wdn 2022 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas i « angsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial

Kabupaien :Si‘l'ioz-.:rio.« -
UTIN SUNAN AMPEI
Dl dalam Pcraturan Bupatl Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 2 ayat (1),

menjcla>kan bahwa kedua ukdn Dmas adala; sebagal unsur pc(mksana urusan

pemerintahan daerah. Dalam hal ini, Dinas Sosial juga memiliki tugas dan
wewenang terkait dengan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, telah diatur juga di dalam Pasal 17 yang menjelaskan
terkait fungsi Dinas Sosial, meliputi:'?

a. Penyusunan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;

b. Pelaksanaan sub kegiatan Penanganan Korban Bencana Alam dan

!2 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi. Tugas
dan  Fungsi Serta Tata Kerja Dinas  Sosial  Kabupaten  Sidoarjo, 2022,
https://peraturan.bpk.go.1d/Details/23206 | /perbup-kab-sidoarjo-no-7-tahun-2022.
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Sosial, meliputi;

1. Kegiatan kesiapsiagaan dar mitigasi; tanggap darurat bencana alam;

pemulihan dan peng . ‘rorban bencana alam; kerjasama
dan p o K alam dan sosial;
2. Kegia e ahan, penanganan da ‘nacagan bagi korban
benca stal war a egara b asalah o aulangan orang
n
3. M as., asse  we. S @ cnjan  auan. d .mrangka
penyeic an pencegahan, penangan? | nungan sosial dan

interv neikososial
4. PenySorramrporRoudl) Harde oo <enanganan korban

bencana alam dan bencauu susial;

", Pejaksangan sub fegiatin penyelepggaraan )erlx\ndu*lg wdgn’ jaminan
TN SUTN7 A I"T“I
~ sosial, meliputi:_

1. Pcnyelcnggﬁrﬁan perlindungan dan jamin‘an sosigll bagi PMKS

A
A

meliputi penyelenggaraan program PKH, BPNT, Program Jaminan
Kesehatan, KUBE, dan pelatihan keluarga miskin serta Program
Kesejahteraan Sosial lainnya;

2. Jaminan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial
bagi PMKS meliputi penyelenggaran Program PKH. BPNT,
Program Jaminan Keschatan, KUBE, dan pelatihan keluarga miskin
serta Program Kescjahteraan Sosial lainnya;

d. Pelaksanaan sub kegiatan pendataan dan pengelolaan data kesejahteraan
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sosial, meliputi;
1. Pelaksanaan kebijakan te" »is pendataan dan pengelolaan data

kesejahteraan sosial:

2. Penyt . ’pr' ap :jahteraan sosial,
dan p ol uata untuk program ko 'ra 1 sosial;

e. Monitorin valuasi ar oelapor  pelaksai ~bijakan teknis
pe n anjan iansc al;

f. Pelay ‘nerja bic g;

g. Pelaksana. lain yang diberikan oleh ¥ oz nas sesuai dengan
tugasnya.

Dengan dem RS enEaameaweso X enganasrron siskinan di daerah

terletak pada pemerintah daerah, tciwwwna Dinas Sosial. Peraturan Daerah

Kabupa;:cn:Si o‘-‘»,rio.‘Nomor £ Tahy nta Perpngtzul, ng; rm skinan
CITT S U AT AT

mcmlhkl pcran yang sangal pcmmg untuk men ngkatkan kcse]ahtc;raan masyarakat
“ A A 4

dan mcmcrangl Kemiskinan dr w1layah ‘tersebut. I’craturat;‘ ini dapa'l mcnmgkéilkan
transparansi  dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan program
penanggulangan kemiskinan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat
langsung dari kebijakan yang dibuat. Oleh karena itu, Perda ini tidak hanya
berfungsi sebagai peraturan resmi, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mencapai

tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.
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BAB 111

PERAN DINAS SOSIAL DALAM " MPLEMENTASI PERATURAN

DAERAH KABUPATEN ¢ MOMOR 2 TAHUN 2016
A. Profil Dinas 1 Lupaten Sidoarjo
1. Dinas So: abupater 31 Harjo
S atau mnsos’ rl asic 1.Pahl an. Tetis, Jati,
Kecu Swidoarjo <al » :n idoa |, Jaw n  [ugas utama
Dinas Sos. npaten Sidoarjo adalah vr 1k aksanakan urusan
pemerint: vano herkaitan denoan ¢ an rupakan tanggung
jawab dac.ci. ooos, P 22 AP wooh seorang kepala

dinas, Dinas Sosial bertangguus j«wab mendukung kepala daerah dalam
m(llal'samkm* tu;ias ,wf*lal;ya\g [ enjadl lgwunaroal -ﬁa,rahl serta
menjalankan lugas pcmbamuan vang dlbcnkan kcnada kabupalcn
) Bcrdaadrkan Pcraturan Bu};d(l SldOdl‘]O Nomor 7 TahuL 2022 Pasal 6,
Kepala Dinas Sosial memiliki tugas untuk memimpin,
mengkoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, serta
menyelenggarakan kegiatan Dinas. Pasal 7 lebih lanjut menjelaskan
bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas memiliki beberapa
fungsi, antara lain:
a. Penyusunan rencana program kebijakan yang menjadi
tanggungjawab dinas dan sekretariat;

b. Koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas dinas;

http://digilib.uinsa.ac.id?zhttp://digilib.uinsa.ac.id/



43

c. Pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kinerja dinas;

d. Pengawasan dan penilai - terhadap pelaksanaan tugas dinas;

e. Pelaporan menger . n tugas kepada Bupati;
f. Pel an age ch Bupati sesuai
der u  angkup tugasnya.’

Di dal inas Sos” I, rdapat  ‘dur orga. ang mencakup
Ker i jekret: at, tig bic 1gu nayai "e‘L °i Sosial,
Perlin danJan an » I, rtaP berde S al, selain itu
terdapat pui. mpok Jabatan Fungsional ¢ 11 *claksana Teknis
Dinas (UP ¢

2. Visi dan Misi Dinas Sosial ixuuuputen Sidoarjo

;! l lem Dinas msta] Tqa\ pat\n ,ldo;arjo ,,am.\ un k!me uj\ldkan
- Kabulpat‘cn Sldoarjo ya?g sc_'ahtcra ma_]u bcrkaraktcr ‘.dan
. berkelanjutan, cdangkan misi Dinas Sosml adalah umuk' mcnghasxixan

pertumbuhan ekonomi dengan menekankan kemandirian lokal melalui

usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, jasa, dan industri, dengan

tujuan menciptakan lapangan kerja dan penanganan kemiskinan.

3. Evaluasi Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun

2022 - 2024

! Peraturan Bupati Sidarjo Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, $ Organisasi, Tugas
dan  Fungsi Serta Tatla Kerja Dinas  Sosial kabupaten  Sidoarjo, 2022,
https://peraturan.bpk.go.id/Details/23206 1 /perbup-kab-sidoarjo-no-7-tahun-2022.

* Peraturan Bupati Sidarjo Nomor 7 Tahun 2022,
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Dari visi dan misi yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten

Sidoarjo, pada tahun 2022 T was Sosial Kabupaten Sidoarjo telah

berhasil mencapai tujuar ! n misi tersebut melalui capaian
indikator L 4 a0 o sesuai dengan
sasaran sl is 2 ada, yaitu:®
a. pe aatan ke j¢ teraan  al yang dicapai dengan
d perser sepe 'uc ¢di s gar °n. (tercapai
58%), da
b. Mec. nya kuahtas pelayanan P K ng dapat dicapai
de nersentase PPKS vang r atl :layanan (tercapai
107

Selain menjalankan progi i waiunan, pada tahun 2022 Dinas Sosial
lt.allu;L'\tcr Smoar T\Tem\ala ‘kal; duq ,{rc\gra !»nn'msl yaitu
program makan grans bagt warga mlskm dan bc;snwa sckolah bagi
. warga rr;lskm Umuk program mdkan gral‘ls wargz! mlskm 'lclah
dilaksanakan mulai 1 September 2022 dengan sasarannya adalah
penduduk lansia yang memiliki alamat KTP di Sidoarjo. Program makan
gratis dilaksanakan sebanyak sehari 2x yang penerimanya mencapai 730
orang. Sedangkan untuk program beasiswa sekolah bagi warga miskin
yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terdapat kuota sebanyak 500
penerima, yang masing-maisng penerima beasiswa akan menerima uang

tunai sebesar 2.500.000.

* Rencana Kerja Dinas Sosial 2024, Dinas Sosial Kabupaten Sidorjo, 2023, accessed 14 Januari
2025, https://dinsos.sidoarjokab.go.id/template-1/004/1719371868.
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Pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo untuk tahun

2022 yaitu meningkatnya kus® *as pelayanan PPKS tercapai sebesar

102,97% dengan kategori . ‘an realisasi penyerapan anggaran
sebesar 91 e am <sanakan program
dan kegia ‘a  agan baik untuk mo “.sosaran yang telah
ditetapk-n atahun” 20 dan 207 elum ade ekap dari pihak
Dir S| bupat  Sido ‘o s pe capaial 'ne‘,‘ ram yang
dilaks Didal 1s 1 1 categ yang p « tahun 2023
target capa. =ntase penduduk di atas o s iskinan mencapai
94,60%, s skan tareet canaian nere’ PD ang mendapatkan
pelayanan SCHORpe oo o L2 al2’ o G... Sasaran strategis

bahwa pada tahun 2024 targe: capwian perentase penduduk di atas garis

I\enrsL sinan men('apar [94j70/\ [;edqngkay u()tul !ang1 Iipaxan
i pcrscntase PPKS yang mendapatkan pclayanan mcnuapal 90%.*

Targ‘cl pcm,apalan tu'sc,but tcnan dUeIaskan di csalam chcana
Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yang digunakan

sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.

4. Struktur Organisasi

Uraian tugas dan wewenang Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo,

* Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 (Review 2024), Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo, 2024, accessed 14 Januari 2025, hups:/dinsos.sidoarjokab.go.id/template-
1/004/1719372014.
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meliputi:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas : tugas memimpin, koordinasi,
per an 4sir kegiatan Dinas.
Sel i Kepala Dinas b 1¢ menandatangani
ok dasi/ pe e fuan te  : sesual yang menjadi

n gand asym di rluk  oleh 16.5 | ~rah yang
Mang no1yc 0@ <an  usan 21 .ahan daerah
bida. ‘naman modal dan pelayan- t u satu pintu untuk

pre renerhifan nerizinan
b. Sclrcwmee
Sekretariat memuiin: wgas untuk melaksanakan sebagian

l r{ugas umrs ldT\ anF? ~,ekr;:tana Ilr\\m! pe'enTnaan.

kcuangan kcpcgawamn tala usaha pcrlengkapan rumah tangga
A

8

evaluasi dan pclaporan kmcrja Dinas. Dalam[pclaksanannya

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

yang memiliki tugas untuk:®

1) Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan,
perpustkaan dan dokumentasi:

2) Melaksanakan pengelolaan barang termasuk pembangunan

dan pemeliharaan gedung kantor dinas;

3) Melaksanakan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan,

* Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2022.
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pemanfaatan, pelaporan aset vang menjadi kewenangan
perangkat daerah ses i peraturan yang berlaku;

4) Menerima dan * rsikan publikasi, pelayanan (front

. ’d:' X 1 rakat, baik secara

w.aupun tidak langsung,

5) <sanakar se velolaar  nologi i “i/website dinas;
<sanak iman eiouper lolaar ne, 2
slagsanal 1p 1 1@ dan :ngem u cgawai dalam
I i protesionalisme ASN;
8) ‘ksanakan tueas lain vane <3 1 sekretaris sesuai

R

¢. Bidang pemberdayaan suoia

;! fi l t" l}:dzmg IpelnTsrdjlya\: [,scmal memllll\ !mg's luntuk

mclaksanakan scbaglztn tugas Dmas dalam bldang pcmbcrdayaan
sos‘lal. ¥ ) { a\
d. Bidang rchabilitasi sosial
Bidang rehabilitasi sosial memiliki tugas untuk melaksanakan
sebagian tugas Dinas dalam bidang rehabilitasi sosial.
¢. Bidang perlindungan dan jaminan sosial
Bidang perlindungan dan jaminan sosial memiliki tugas untuk
melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang perlindungan

dan jaminan sosial.

f.  Unit pelaksana teknis daerah
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UPTD memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas
Dinas yang bersifat teknic nerasional dan atau penunjang tertentu.

g. Kelompok jabatan f

| _,‘oi' ap 4 tugas untuk
mele ik sebagian tugas dinc a1 dengan keahlian
m2si asing.
B. Penang; ‘mKemi ing ¢ h inas sialk )¢ a Sidoarjo
Peneliti melak. ~wancara mendalam denga aj r pemerintahan di
Dinas Sosial Kabup:  Sidoario untuk menogali- as ait kondisi terkini
serta peran lembag. .c.ocoui v peng g ot «inan di wilayah

tersebut.

"ada hng val 6 Novemnbgr 02&. pinul -s mengu Qjurgi DingsiS¢sialjuntuk

T ST AR AT

berbmcang dengan Ibu DLWI Yuhana, S.Kom.. yang mcnjabal scbagal SlafT dan
Opc.ratur Bidang Iiehabxlnasr Sosml Serta Saudara Putn than'Bclla worang
Pendamping di bidang yang sama. Wawancara ini memiliki tujuan untuk
memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai peran serta kebijakan
yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam mengatasi masalah kemiskinan, terutama
dalam hal rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dinas Sosial, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2
Tahun 2016 Pasal 27 ayat (1) dan (3), terlibat dalam program penanggulangan

kemiskinan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD) yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia
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usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun, sesuai dengan Peraturan

Bupati Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 2 ayat/  Dinas Sosial berfungsi sebagai unsur

pelaksana dalam urusan pemerintah~ ait penanggulangan kemiskinan.
Dengan adanya waw _ i’ a’ rleh pemahaman
yang lebih jelas mer i ,a-upaya yang telah ¢ n . leh Dinas Sosial
dalam rangka meng i1 angka e iskinar  rta tanta “ntangan yang

dihadapi dala il tasi ke jakan rsc atdi agkat¢ -au

Hasil W ra me ung 1 a  bah dal: I ~a mengatasi
kemiskinan, Dinas St ‘ak bekerja secara mandiri’ m an menggandeng
sejumlah instansi te untk memastikan kebe 1) m-program yang
direncanakan. Kolabo..o. i e OF ch a8 Kependudukan,

Dinas Tenaga Kerja, serta Bappeda, ,uug secara aktif berkoordinasi dalam
menang ani| lsr ‘emxsklran rccx'rT mqny« lu h. aetlér ln\lan'l thnlhmlperan
khusus vang salilng mclo.n‘qkapl mlsalnya Dmas Kcséhman dalam mc.nycdlakan
layanan Kcsehatan untuk masyarakal n;lbkm. Dmas chmlaudukan'dalam mcndala
dan memberikan identitas kepada penduduk yang terpinggirkan, serta Dinas Tenaga
Kerja dalam membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Namun, meskipun ada
sinergi yang baik, peran Dinas Sosial sendiri dalam penanggulangan kemiskinan
lebih terbatas pada aspek pengawasan dan penyaluran bantuan sosial kepada
masyarakat yang membutuhkan. Dinas Sosial berperan sebagai jembatan antara
pemerintah dan masyarakat miskin dengan menyediakan berbagai bantuan yang
dibutuhkan. Selain itu, Dinas Sosial juga lebih fokus pada penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), termasuk orang-orang terlantar, anak-anak
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jalanan, dan mereka yang hidup dalam kondisi rentan. Hal ini menunjukkan bahwa

penanggulangan kemiskinan merupakan  asalah kompleks yang membutuhkan

pendekatan multi-sektor untuk men< _ g optimal ®

Sementara it Ry ane rakit peran Dinas
Sosial dalam penyal b an sosial di Kabupau ), untuk program
bantuan sosial senli lapat be! 1z aprogr  vang duc “an, yaitu PKH,
BPNT, BST. )1 adang! aunt’ di per imab  an diperoleh
secara langsuny ssat da  tel e aikar denga a .ng ada pada
Dukcapil dan Kemew Menurut behau, tidak ad- is masyarakat yang
tergolong tidak man  “elum mendanat bantuar a arakat yang tidak
mampu sudah mendip .. coiiann sooun weD? { Yimg o aa dari pusat. Jika

masyarakat yang tergolong tidak maiupu wiwerasa belum mendapatkan bantuan,
maka P, ‘mcm tah, da srah térutanja Dinas Spsia! thak bl ,a b\rtav ggung jawgb atas

TN l’"UH‘t AEPE]
hal lcrscbul dlkarcnakan adanya kc.tcrkanan dengan pcmyamlan admmmras: yang
belum |u;ngkap. Dlr;as Soslal hanya mefierima uaxa dan tidak dapal‘mengubah ‘data
yang diperolch tersebut.

Untuk data penerima bantuan sosial disebut dengan DTKS (Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial), semua masyarakat dalam kategori miskin yang sudah
terdaftar akan otomatis masuk kedalam DTKS. DTKS dapat berubah setiap bulan
karena adanya pembaruan data yang dilakukan, sehingga masyarakat yang sudah
termasuk dalam kategori mampu akan dikeluarkan dari DTKS. Desa/Kelurahan

memiliki wewenang untuk melakukan survei lanjutan terhadap masyarakat yang

® Dewi Yuliana, “Staff dan Operasional Bidang Rehabilitasi Dinas Sosisal Kabupaten Sidoarjo,”
Wawancara, Sidoarjo Pada: 6 November 2024 Pukul 11.05.
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termasuk kedalam DTKS, hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari adanya

bantuan tidak tepat sasaran.

Putri Pilian Bella menjelas! . >ran Dinas Sosial dalam upaya
pengurangan kemis] .‘,'d' S0 <epada lembaga
tersebut, karena pe i sosial lebih berfoku i fasilitator, yang
menghubungkan ma at deng 1| rbagai  vram baw »sial yang ada.
Untuk memas b nsosic .epat. sar ,pel 1tuan: as o berhak
menerima bantu viadi san t ks L alam al ini, bl .si yang erat
antara berbagai dinas terutama Dinas Kependr ik an Dinas Sosial,
menjadi hal yang sa nenting unfik melakuk: oa data kemiskinan
secara terintegrasi d i reraT I Cowra id 025 o wawnwsan dengan teliti

agar dapat mengidentifikasi dengan jelus siapa saja yang memenuhi syarat untuk

meneriina bartusn atau pelayanan sosigl.” L L A A TS
UTIN STUTRIAN AMVPE]

_Pioses pendataan ini dimulai dari linglkat desa atau kelurahan, di mana

A
| v A

kepala desa atat-lurah m’eﬁiimpin uliusyawar;h desa ;imuk mgndala jur;ilah
penduduk miskin. Melalui musyawarah ini, masyarakat dapat lebih aktif
berpartisipasi dalam menentukan siapa saja yang membutuhkan bantuan sosial,
berdasarkan kriteria yang sudah disepakati. Setelah pendataan selesai, Dinas
Sosial bersama lembaga terkait akan memberikan bantuan sosial kepada mereka
yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal ini
memastikan bahwa setiap individu yang benar-benar membutuhkan bantuan akan

mendapatkan akses yang tepat.

7 Putri Pilian Bella, “Pendamping Bidang Rehabilitasi Sosial,” Wawancara, Sidoarjo Pada: 6
November 2024 Pukul 13.00.
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Namun, penting untuk memastikan bahwa data DTKS diperbarui secara

terpadu. Jika ada perubahan status pada r »erima bantuan, seperti seorang janda

miskin yang sudah menikah lagi atar - *kin yang anggotanya meninggal
dunia, maka hak mer _ uke mz abut. Pembaruan
data ini mencegah ter yi .daktepatan sasaran de as. <an bahwa hanya
mereka yang mem-n mbutuhk 1 wmtuan® - akan te. ‘erima layanan
dari Dinas © aan 8 :m y g rorg isir ¢ e ~erbarui,
diharapkan pro_ sosial ¢ at @ 1 fektit dalam ny .angi angka
kemiskinan di Kabup. 'narjo.

Pada tahap - neneliti melakukan 2a :ngan salah satu
masyarakat yaitu Kepuuw cieoy wianws poneli HUdoooror sang bernama Ibu

Mulyani, bertempat tinggal di Desa « iwugs, Kecamatan Wonoayu Kabupaten

Sidoaxj-,'. Bell'au»,mc-‘rup Kani seTrrTng ‘bu \rur[‘,ah [tangga b ‘ 5. 1 Th yang
‘7, . { . ‘ [ ']

mcmlhkl 2 orang anak. Saat ini suami 1bu Mulvam masih aktif bckmja di salah satu

.

pabrik daerah Sidoarjo, begnu pun dengan saldn satu anak ibu Mu‘lvam Juga aktif
bekerja di salah satu hotel di daerah Sidoarjo.

Beliau menjelaskan bahwa beliau telah mendapatkan bantuan sosial sudah
sejak tahun 2022. Beliau juga mengatakan bahwa pada awalnya beliau bukan
termasuk penerima bantuan sosial apapun, akhimya dengan inisiatif beliau
mengajukan diri sendiri ke RT agar bisa mendapatkan bantuan karena menurutnya
kondisi ckonomi beliau yang sekarang termasuk dalam kategori layak untuk
mendapatkan bantuan. Beliau menegaskan bahwa beliau bisa mendapat bantuan

tanpa perlu mengurus proses administrasi dan lain sebagainya, bantuan tersebut
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didapatkan hanya melalui pengajuan diri ke RT. Tidak hanya itu, peneliti juga

sudah melakukan pengecekan di website * 'mi DTKS, ternyata di website tersebut

memang telah tercantum nama ibu * , 2ai penerima aktif bantuan sosial
berupa BPNT dan e g rpendapat bahwa
program penyaluran a al yang dilakukan o st emerintah Daerah
dirasa sudah optimal udahtep s aran. P jugam. “an bahwa peran
dinas sosial & i, ande anse. -qa kit

Pada taw ‘9a pene in ¢ 1k . wa ncara a salah scorang
masyarakat yang tida.. ima bantuan sosial yang b n Jevi Aulia selaku
masyarakat miskin, ‘empattineeal di Desp 2, imatan  Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo. .. e vpancis vanan Y2 WY wiam amewadd berusia 17 tahun

dan masih menempuh sekolah menengai wws, saat ini dia hanya tinggal berdua

AN Al

Dia menjtlaskan ba!i\f/a dia serha sckal‘t:“dak pernah mcno‘.ipalknn baptuan

dengan;rédislinjl'a L,:z{nf bem{xa'IOfaTuv?J A ,[-;.,\% : \ \ \ ! ) I I

dari pemerintah daerah sejak orangtuanya meninggal. Dia hanya mendapatkan
bantuan khusus dari desa untuk anak yatim piatu berupa beras. Dia juga mengatakan
bahwa seluruh persyaratan adminitrasi sudah dia urus, mulai dari surat kematian
kedua orangtuanya dan memperbarui kartu keluarga, tetapi tetap saja dia masih
belum mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial. Tidak hanya
itu saja, peneliti juga sudah melakukan pengecekan melalui website resmi DTKS

dan memang benar adanya bahwa nama saudara Devi Aulia belum tercantum

* Mulyani Indahsari, “*Penerima Bantuan Sosial,” Wawancara, Sidoarjo Pada: 8 November 2024
Pukul 09.45.
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didalam DTKS. Hal ini menambah kesan bahwa pemerintah Kabupaten Sidoarjo

kurang serius dalam memberikan bantus sosial yang tepat sasaran. Bahkan, di

lapangan masih terdapat penerima b . sesungguhnya tergolong mampu,
sementara mereka yz ar/ Jier kan.’

Devi menilai vé .angnya data yang ak. g nai warga miskin
menjadi salah satu h lan utam  d amopt’  ‘isasi ban sial. Akibatnya,
bantuan sosia’ £ kantic ¢mer 1¢ (tidi tepats ra tentu saja
merugikan me. g ber -be 1 m abutt can. 1 al ini, Devi
menekankan penting. ‘mas Sosial untuk menins’ at efektivitas dalam
menjalankan tugasn:  Dinas Sosial tidak hanys fi pada pengawasan
distribusi bantuan be.caouinan vo Sung 370 P Jume o Tutin melakukan

survel lapangan untuk memperoleh gaiivwwa yang lebih akurat mengenai kondisi

masyar.kal \|anL-: memhulurkail (hanjua'\ I[',al (ini Tﬁntl(lg 1a ymegkipun
A AN KT ET

pcmcnmah desa turut bcrpt.ran namun mas:h dirasa kurang makmmal dalam

melakukan pendataan yang"'iepat. \ ! N !

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat miskin
yang bernama Ibu Kartini, bertempat tinggal di Kelurahan Gebang, Kecamatan
Sidoarjo. Beliau merupakan seorang janda berusia 54 tahun, beliau masih memiliki
seorang anak yang sedang menempuh pendidikan di bangku SMP. Saat ini beliau
tinggal bersama 2 anaknya dan menantunya, beserta cucu-cucunya. Jika dilihat
dalam kondisi ekonominya, keluarga Ibu Kartini termasuk ke dalam kategori

masyarakat miskin penerima bantuan sosial.

? Devi Aulia, “Fakir miskin yang tidak menerima bantuan sosial,” Wawancara, Sidoarj Pada: 8
November 2024 Pukul 11.05.
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Ibu Kartini menjelaskan bahwasannya beliau pernah mendapatkan bantuan

sosial dari pemerintah daerah, tetapi bar ‘an tersebut terakhir diterimanya pada

tahun 2022, sedangkan untuk saat i % lagi mendapatkan bantuan dari
pemerintah daerah. o 4 iy udah melakukan
pengecekan lebih la) ¢« web resmi DTKS, © 2\ ¢b tersebut masih
terdaftar nama Ibu K | sebaga’ je rima b an sosia. * memang benar
bantuan sosia’ « arima dabu 1 sem r2022

Beliau 1. kanbah 1 1 ir ajat hdila 1 .ran terhadap
penyaluran bantuan ‘ear masyarakat miskin 1° u 1ga mendapatkan
kesempatan untuk n ima bantuan sosial Un* o¢ menyadari bahwa
beliau masih tetap te.co.we ooow Socpolly AN-ECorer , ey Saja untuk saat

ini masih ada masyarakat yang lebih moiicacankan bantuan sosial tersebut.

-ebih rax 1ut penr nn neﬁlkan wgwa[ncaga kep ;dal\sal?{n Tw xraS)rrakat
pcnenma bantuan ﬁosml yallu Ibu Sumllah yanu bcrtct;'npal dmggal di Desa Pllang
Kecama;an Wonua‘yu Tbu' Sumllah mcrupakan 5corang '_|anda bc‘rusna 65 lahun
Beliau saat ini tinggal bersama anak serta menantunya.

Ibu Sumilah mengatakan bahwa beliau memang merupakan penerima
bantuan sosial sejak tahun 2022 sampai saat ini. Tetapi pada penyaluran bantuan
sosial yang diadakan di bulan November kemarin, beliau menegaskan bahwa beliau
tidak mendapatkan bantuan sosial yang biasanya beliau dapatkan. Peneliti juga

mengecek melalui web resmi DTKS, dalam data tersebut memang tercatat bahwa

bulan November-Desember tahun ini beliau merupakan penerima bantuan sosial.

19 Kartini, “Masyarakat miskin,” Wawancara, Sidoarjol6 December 2024, Pukul 13.00.
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Beliau mengatakan bahwa masyarakat penerima bantuan sosial lainnya sudah

meneirma bantuan tersebut melalui reker” o, bahkan ada satu tentangganya yang

mendapatkan segala jenis bantuan . _ 'iberikan oleh pemerintah, tetapi
beliau menegaskan t . .‘»e" @z bantuan tersebut.
Beliau juga sudah m K¢ .ngecekan secara berk. ‘Al rekeningnya.'!

Selanjutny? it mela’ 1k 1 waw  ra bersc 1 Sami selaku
penerima ban’ o ang b empa in; aldi elurab  Go “ecamatan
Sidoarjo. Ibu Sa. apakans rar j di erust 70 tah n_aat ini tinggal
bersaa anak beserta mi. wva.

Ibu Sami me skan hahwa belian mer: p! na bantuan sosial
berbentuk uang tuna. ...c.v ccnciing. wel iegiS ot wa di lingkungan

tempat tinggal beliau penyaluran banciuu susial dilakukan secara merata. Ada
beberapra masl'alfkm mlS’Q\ 'ani, Tanyr m\nd nat;(an b ,nm\\n Y \\91!1 belupalbahan
pangan_ non tunai, dan ada pula bcbcrapa mawarakat mlqkm yang mendapatkan
bantuan ;osnal bcxt;entuk uang tunai xt;olalul ru(emng M;numt bt.(hau pcmb.aglan
tersebut didasarkan agar seluruh masyarakat miskin di lingkungan tempat tinggal
beliau bisa mendapatkan bantuan sosial secara merata.'?

Terakhir, peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Hidavati selaku
masyarakat miskin yang bertempat tinggal di Desa Pilang Kecamatan Wonoayu.

Ibu Hidayati merupakan janda berusia 68 tahun yang saat ini tinggal bersama anak

beserta menantunya.

" Sumilah, “Masyarakat Pencrima Bantuan Sosial,” Wawancara, Sidoarjo 18 December 2024,
Pukul 10.30.

12 Sami, “Masyarakat Penerima B Sosial,” Wa! , Sidoarjo 10 December 2024, Pukul
12.05.
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Ibu Hidayati menjelaskan bahwa beliau sama sekali tidak pernah

mendapatkan bantuan sosial dalam bentuk napun dari pemerintah. Setelah peneliti

melakukan pengecekan melalui wek . ", memang di dalam data tersebut
tidak tertuliskan na o V2 an sosial. Beliau
menegaskan bahwa ¢ k' .ntempat tinggalnya a. ray | masyarakat yang
masth tergolong mar walahme § atkanb  an, dan o 'ga mengatakan
bahwa masy2 1 it mas terge' ng ckat ngan  aiw  pendata
kemiskinan di L. antemp ling a e

Selain melaku. vancara, peneliti juga me* m beberapa sumber
yang berkaitan den;  nenelinan ini_ Rerdasar’ A ; ditemukan oleh
peneliti, pada bulan l....c. —oC = se’ | S Indonesia tercatat

sebesar 9,36% dengan jumlah penduuus wiiskin sebanyak 25,90 juta orang.

Sedang ‘an ?alja Sulan Maret 702,4 (angJ\a |\| n‘rng;ilamn pen\u'ur !nrnladlr 03%
dcngan |umlah p|cnduduk nilskm scbanyak 25,2 2 _|uta orang. '

|

hal demikian juga terjadi di Mbupa en Sidoarjo, pcnci&li mcncm’ukan

terlihat adanya fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo dalam lima
tahun terakhir. Pada 2023, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 119,15 ribu
Jiwa, namun angka tersebut mengalami penurunan pada 2024 menjadi 109.39 ribu
Jiwa, yang berarti ada penurunan sebesar 8,19 persen. Meskipun demikian,

penurunan jumlah penduduk miskin tidak cukup untuk mencerminkan penyelesaian

'* Hidayati, “Masyarakat Miskin,” Wawancara, Sidoarjo 21 December 2024, Pukul 13.30.

'* Wapresri, “Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan 7.5 Persen di 2024, Wapres Minta K/L,
Jakarta, 22 Februari 2024, accessed 10 Agustus 2024, https://www.wapresri.go.id/targetkan-
penurunan-angka-kemiskinan-75-persen-di-2024-wapres-minta-k-I-terkait-optimalkan-program-
dan-anggaran/™.
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masalah kemiskinan secara menyeluruh. Tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan juga harus dlpemmbangkan ke °na kemlskman tidak hanya dilihat dari

angka jumlah atau persentasenya sa_;'lj 4 dari seberapa dalam dan parahnya

kondisi ekonomi yan

14,02
12,97 13,06

I HAT

2005 2005 2007 2008 200 BA011 4013 3013 9914 ame

P20l 202120222023

—Jumilsh P Ln/PO (Persen)

Gambar 3.1 : Jumlah dan Persentase ak Miskin di Kabupaten Sidoarjo,
2005-2024."°

Gambar 3.2 : Jumlah dan Persentase P1 dan P2 di Kabupaten Sidoarjo, 2020-

2024.77

'* Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, “Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa). 2022-2024,
Sidoarjo. 13 Agustus 2024, accessed 21 Agustus 2024,
https://sidoarjokab.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjek View Tab3 html™,

16 “Profil Kemiskinan Di Kabupaten Sidoarjo Maret 2024," Badan Pusat Statistik Kabupaten
Sidoarjo, accessed 30 Oktober 2024,
https://sidoarjokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/30/39/profil-kemiskinan-di-kab
sidoarjo-maret-2024_html.

'7 “Infografis Profil Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo,” Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo,

P

July 30 2024, accessed 29 Oktober 2024,
https://sidoarjokab.bps.go.id/id/pr lease/2024/07/30/39/profil-kemiskinan-di-kabup
sidoarjo-mmet 2024 html.
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Berdasarkan data yang tertera, masalah kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo

dapat dianalisis lebih mendalam deng> sertimbangkan dua indikator utama,
yakni kedalaman dar unt g Kemiskinan (P1)
menunjukkan adanya ' g signifikan, yaitu 0.08 o lari 0,72 poin pada
tahun 2023 menjadi € o1 pada tahnin 2024, Penurunai. scerminkan adanya
perbaikan dalam 2 1gi jare ante  per  pa 1 rumab ta iskin dengan
garis kemisku. . artim <ip ) nl orar miskil n Jrun secara
signifikan, kondis: mim ' ¢ le ag n nbaik unjukkan adanya
potensi untuk keluar = ri . ‘nan.

Namun pada an iy Jjustru mengalami
kenaikan dari 0,16 poin pada 2023 mq o pada 2024, Peningkatan indeks

ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan di antara kelompok rumah tangga
miskin "em'alllm Lb\cu\r ajt}.l [jcnl;Jr;;’.Jm’ "}\bjn["'i‘.?g:skipﬁ'ﬁ sa;f‘,ag\al! r:ulah langga
miskin 'pengalalni‘ perbailéa{_l, scbagfz','n laimxl"a‘ justru 'sgmakin 'ferpuruk ‘«ﬁfxlam
kemiskinan yang lebih dalam. Hal ini menandakan bahwa upaya pengentasan
kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo perlu lebih fokus pada pemberdayaan ekonomi
yang dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih terpinggirkan agar
dampaknya lebih merata dan tidak hanya mengurangi kedalaman kemiskinan tetapi
Jjuga menanggulangi keparahannya.

Dengan terjadinya peningkatan nilai P2 pada tahun 2024 sebesar 0,02 poin,
hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 terjadi ketimpangan antar
penduduk miskin yang telah meningkat. Ketimpangan diantara penduduk miskin

tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan karakteristik penduduk miskin,
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sehingga bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah belum mampu mengangkat
penduduk dengan karakteristik kemiskir = tertentu. Peningkatan tersebut juga
memberi gambaran bahwa masih X hanyak program bantuan sosial
dikarenakan tingkat | an? o ‘bih beragam

dibandingkan kondis IS

Terkait deng asil war ar wa yar  lilakukai veneliti, dapat
dijelaskan b2’ p enang iange k¢ iskii 1 yang “a;\ 'eh Dinas
Sosial Kabupatc rjomen  jub u o itmer emeri d: ah khususnya
Dinas Sosial dalam . ‘satkan Kesejahteraan mas  ir: Melalui berbagai
program bantuan so dan nemberdavaan mas: yi erintegrasi, Dinas
Sosial terus berupays iiiciigus viags wiigine «CF 4 Secunn weanclanjutan,

Meskipun masih terdapat tantangan G «mplementasinya, kolaborasi antara
Pf-‘merinplah;. r L*vankat d‘ Teranka\ é[::en;mgar la\nn\i !nenfdnlkuncx
kcberhzmlan pro: pcnanqgulangal{ kc.mlskman di Kabupaten Sldoaqo Adanya
evaluasn ‘dan mova‘sn program yang bcrkelanjutan juga ‘masxh dn(pcrlukan untuk

mengoptimalkan dampak positif bagi masyarakat kurang mampu, schingga dapat

mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.
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BAB IV

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHAD ® PERAN DINAS SOSIAL DALAM

IMPLEMENTASI PERATUR* 5 ' KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 N LN ANGAN
KEMISKINAN

A. Anali 'k mplen atasi “>r: iran daeral b, Sidoarjo
Nomor chun 2 6 1 ac p P an | osial dalam
Menanggulai,, viskinan
Peraturan D: Kabunaten Sidoario » 2 un 2016 tentang

Penanggulangan Kei...coiii cieas T US ‘e vewyeuwee bagi Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah untuk nicuewaoil langkah-langkah konkret dalam

mcnang gui| n rl l«*m» skin. an 1ne lailu.‘ pemge ')lal n progran msna! ya)rgld'ax an di
g P RPER A f

seluruh wilayah Kabupatcn >S|doarjo‘ Kc.mlsklnan adalah masalah sosial yang

X

|

mempengaruhi kehidupan '}nésyarakal'sccara la}lgsung dan kera;g kali lcxja;di di
dacrah berkembang seperti Kabupaten Sidoarjo. Isu ini membutuhkan perhatian
serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang hidup dalam
kemiskinan, tetapi juga oleh masyarakat secara kescluruhan. Kemiskinan dapat
menimbulkan ketimpangan sosial yang meluas, menyebabkan kesenjangan dalam
akses terhadap berbagai layanan dasar seperti pendidikan, keschatan, dan
pekerjaan. Dalam konteks ini, penanggulangan kemiskinan menjadi tanggung
jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah, di mana pemerintah daerah,

terutama Dinas Sosial, memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung
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program-program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

Di dalam Peraturan Bupe’ . Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susuna . air P xrja Dinas Sosial
Kabupaten Sidoarjo be  .n kewenangan untuk lei rgarakan program
kesejahteraan sosial th satu t 2 Dinas ial adala angani masalah
kesejahteraar 1l elurul  Kabu; ter 3Sido fo. Tu nn, 'ah untuk
memastikan pes garaan | ieji ¢ a1 sosia sang ¢ ‘a .cpat sasaran.
Kehadiran Dinas Sc. ngat penting untuk mep: el bantuan melalui
program-program ag  dikit demi sedikit keluar 5D lami gejala sosial
dapat diatasi.

Dinas Sosial sebagai lembaga ;s wiberi tugas dalam penanggulangan

kemisk? nan nrerLu]xIn pecan.in )Ia.rrz smg\t [*nn;\g T,xju.\n Ji g!x [rnjzrgnyn

adalah unmk mcnmptakan kcsqahlcraan sosml yang merata bagl seluruh laplsan
masyara;(at. Tugas‘ Dinas "Sosml ndak hanya lcrba(as pada pcny‘aluran oa‘muan
sosial, tetapi juga pada pendampingan, pengawasan, serta pemberdayaan
masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Program-program yang
dilaksanakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-
Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan.

Namun demikian, meskipun berbagai program tersebut telah dilaksanakan

dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, kenyataannya belum ada data yang

jelas dan sistematis vang dapat menggambarkan efektivitas program-program

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/



63

tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dan laporan dari

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupater “idoarjo, meskipun angka kemiskinan

secara keseluruhan menunjukkan pe 5 n dua tahun terakhir, namun yang
patut menjadi perhati _ .ab an’ <inan (P2). Hal ini
menunjukkan adany m  .gan yang masih terj. 'm listribusi bantuan
sosial. Beberapa wili nungkin 1€ crimab  an yang sementara yang
lain justru ke’ g hingg ketin. wnf 1¢k omia =a. akat yang
kaya dan misku. inmelet .P a | dala Perat )¢ ah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 2 i Y16 tentang Penanggular ar niskinan Pasal §
mengatur bahwa:

1. MelakukanSpornonancrreed U wimwns weban hidup, dan

perbaikan kualitas hidup mas, wiwnat misking
nmlng‘mk anglan i pc](erm i da\ ‘nen~perk- ,nl ‘\kar asizay lkel mpok
A AL E]

masyarakat mmkm untuk lcrllbal dalam pcmbangunan yang dldasarkan
. pada prinsip- pnnsnp pembel:uayaan masyarakal' ! i
3. Memberikan akses dan penguatan ckonomi bagi pelaku usaha berskala
mikro dan kecil; dan
4. Mewujudkan peningkatan kegiatan ckonomi dan sosial untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.
Di pasal ini di jelaskan bahwasanya penyelenggaraan penanggulangan
kemiskinan adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang

dalam penyelenggaraan kegiatannya dilaksanakan oleh Instansi Dinas Sosial,

Hasil penelitian yang dilakukan di kedinasan terkait yaitu Dinas Sosial
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Kabupaten Sidoarjo yang diwakili oleh Staff dan Operator Bidang Rehabilitasi

Sosial dan Pendamping Bidang Rehabilit~ * Sosial menunjukkan bahwa, meskipun

penyelenggaraan penanggulangan b dah dilakukan dengan maksimal
oleh Dinas Sosial, o br harus dihadapi.
Penanggulangan ken a1 .k bisa sepenuhnya dic 1 n pada Dinas Sosial
saja. Peran instarsi seperti D as Ter Kerja © venting dalam
memberikan k amas rakat rh ap I angan ‘er, ng sesuai
dengan potensi selain 1, 0 | pend lukan F .u melakukan
pembaruan data secat. 'a dalam Data Terpadu Kes  al n Sosial (DTKS),
karena keakuratan d meat nentine untuk mer Ay yang benar-benar
membutuhkan bantuc... .. i cois ciy ulD P SiActpranver berbagai instansi

terkait agar program penanggulangan kcuusaaian dapat berjalan lebih efektif, adil,

dan tep it s.m.lral“ sorta bena be'nT m;ml\erll[ an dampik pqsuvf bpgi pasyarakat
3 ALY [ T T

yang mcmbutuhkan [ . .

Dari hasil wawancara; pcnclmal; tersebut maka dapz'n dlslmp!ﬂkan mcngcnal
penyebab kurang terpenuhinya hak masyarakat miskin dari penanganan yang
dilakukan oleh Dinas Sosial melalui penyenggaraan program bantuan sosial yang
meliputi:

1. Kurang terjalinnya koordinasi yang erat antar dinas terkait lainnya

terutama dinas kependudukan untuk mengupdate data terpadu
kemiskinan, dalam hal ini DTKS perlu di pilah kembali agar bantuan

bisa tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Selama ini

DTKS sendiri berangkatnya dari desa, sehingga dalam hal ini Dinas
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Sosial hanya menerima data instan yang sesuai dengan DTKS tanpa

dapat melakukan survei lanjut>  hal itulah yang membuat bantuan tidak

dapat terdistribusikan s~ s asaran kepada masyarakat yang
membutu arr ak i dengan kondisi
masyarak :a angsung. Oleh karena >ra dan penanganan

yang di'al coleh Dit 1s ‘osiald’  belum 1. »al dan efektif.

2. Pg an s al yi 7 salw w oole Du ~al tidak
menc. 0 peng:  ase bi  lanj  setel n  .apai tingkat
Desa/Kelu. Hal i terbukti dengan a iya keluhan dari
masyarak ane merasa bahwa hant g ‘usnya membantu
mereka, (ST R OTONEaTITISK MNE wver e diterima dengan

benar, baik dalam segi penyuuipaiwn informasi maupun bentuk bantuan

Program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial

'
| - ]

" dilaksanakan secata bcrgili'r. Tidax.“semua l;iasyarak;( miskin "‘yang
tercantum di dalam DTKS mendapat bantuan sosial setiap bulannya, hal
tersebut dikarenakan program bantuan sosial yang disalurkan harus
disesuaikan dengan kemampuan keuangan dacrah dan sumber daya
yang dimiliki oleh Kabupaten Sidoarjo.

4. Bagi beberapa masyarakat miskin tidak mendapatkan semua jenis

bantuan sosial, ada beberapa masyarakat yang hanya memperoleh

bantuan sosial berupa bahan pangan non tunai, dan ada pula masayarakat

miskin yang memperoleh bantuan sosial berupa uang tunai melalui
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rekening. Selain itu, ada beberapa masyarakat miskin yang mendapatkan

bantuan sosial berupa bahan * 2gan non tunai dan uang tunai melali

rekening. Hal tersebut di<’ . tingkat kemiskinan yang dialami
oleh mas) _ m’ ne’

5. Proses pc ia  _miskinan yang dimu. " Ii kungan RT tidak
selalu dil n secare d  jujur, transpas -dapat beberapa
m k ng te olong me pu  a tur se rdapatkan
bantu ‘al.Haltt eb d ar akan lanya < . antara pihak
pendata dc “eberapa masyarakat sehiv g ituan sosial yang
harusnya rinfukkan kenada mas m malah diberikan
kepada mESTaenaTanEraoReT Ug MR e rravay

6. Dalam proses penanggulaigas semiskinan oleh Dinas Sosial di
I Kg uaalen CIQOTI‘]O‘ an)a Qeraku» pada jpenpurarggn” jumlah
UTI NAN AMIPEL

penduduk miskin, scdangkan yang scharusnya mcnjadl titik fokus utama

" adalah bagmmana mcldksanakan pcnangguldngan tc‘rhadap lmgkat
kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan yang dirasakan oleh
masyarakat miskin lainnya.

Berdasarkan kedua faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanganan
kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo masih belum efektif. Meskipun ada berbagai
program yang diimplementasikan untuk mengurangi angka kemiskinan,
pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu alasan utama
ketidakefektifan tersebut adalah terbatasnya peran yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

Dinas Sosial di Kabupaten Sidoarjo hanya menjalankan fungsi pengawasan dan
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bertindak sebagai perantara antara pemerintah pusat dan masyarakat yang terdaftar

dalam Data Terpadu Kesejahteraan S¢ ‘al (DTKS). Namun, mercka belum

melakukan survei yang mendalam * berkelanjutan terhadap kondisi
masyarakat yang te da’ RS untuk meninjau
kembali status kese a  osial penerima bantu are periodik, potensi
kesalahan data atau aksesuai 1 cmerimc  ntuan de. ang sebenarnya
membutuhkar h tterja  Sela; itv arai ayake line ~an pihak-
pihak lain yang rau dala pc v 2 ngar cemisl oerti lembaga
pendidikan dan kesc membuat penanganan k- ni n menjadi tidak
terintegrasi dengan | Oleh karena itu_ dibuty’ e tan fungsi Dinas
Sosial agar dapat mc. .. Fengrreeat G iy, oeend koordinasi yang

lebih intensif dengan berbagai sektor \cinwic antuk mencapai tujuan pengentasan

kemlsk‘:‘nan‘y:lngi,»,lsfalth op&mrl. ‘ E‘-“’ I A

IAN AMPEI
1] B A R ay.

B. finjauan Figh Siy;isdh Dusm;'iyah terhadap Pe’i'an Dina‘s Sosiai d'klam
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Penanggulangan Kemiskinan
Figh Sivasah Dusturivah merupakan bagian dari hukum Islam yang

membahas masalah perundang-undangan dan tata negara, termasuk di dalamnya
mengatur hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta kebijakan-kebijakan
yang dibuat untuk kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, penanggulangan
kemiskinan merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat.
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Konsep Figh Sivasah Dusturivah yang digunakan yaitu dengan

menggunakan wazir al-tanfidz, yang berar nembantu khalifah atau presiden pada

saat ini yaitu seorang menteri sial) yang memberikan atau
melimpahkan kewen oy ' bl anakan program-
program penanggula ke ginan di daerahnya m. a5 1g.

Wazir mepi! eran yar ¢ agat pc g sebage *n utama bagi
khalifah dala: n{ vurus: kene ra dan emerii han " sistem
pemerintahan 1s. suc, kha ah ¢ il kek saan y ja at besar dan
luas dalam menentuka “~kan serta mengatur jalanp | f intahan. Sebagai
pemimpin tertinggi, “fah diheri hak untuk mer da 1gangkat pejabat
yang akan membanti..; . caiei wavisyuiekar Finsan , wweht satunya adalah

Wazir, Wazir ini memiliki peran sebagai po.ioantu khalifah dalam berbagai aspek,

mulai ian \|ruLan admlm‘rras'l Feg!xm\ uge olaér st.\mb(\ rqy.' Ingga

pcnegakan hukum chcradaan Waznr m«.mungkmkan khahfah untuk fokus pada

\
| 5

kcbx_,akdn besar dan har-hal strategis, scmcnlara Wazu' me‘ngurus d(.lall
operasional yang lebih teknis.

Konsep serupa juga dapat ditemukan dalam sistem pemerintahan modermn,
seperti di Indonesia. Di Indonesia, presiden sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan memegang kekuasaan yang besar dalam mengatur jalannya negara.
Presiden memiliki kewenangan yang hampir setara dengan khalifah dalam hal
penunjukan pejabat, khususnya dalam memilih dan mengangkat menteri-menteri
yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Menteri-

menteri ini memiliki tugas yang sangat mirip dengan peran Wazir, vaitu mengelola
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sektor-sektor tertentu dalam pemerintahan seperti ekonomi, pendidikan, keschatan,

dan sebagainya. Melalui pembagian tuga ‘ni, presiden dapat memastikan bahwa

setiap aspek pemerintahan berjalan 5 dan efisien, tanpa harus terlibat
dalam setiap detail ¢ _ s’ s kesamaan antara
konsep pemerintaha il 1 modern dalam hal | ia. kewenangan dan
tanggung jawab, yan tujuan v u mencir o tata ke sara yang lebih
efektif.

Dalam sc “lam, per  erti 1z scba; pemt d utdilihat pada
kerja wazir di beberap. yang diantaranya adalah:

1. Masakep  mminan Nahi Muhammad

Pada PorOuc orsoout S WeET 3l Gcinmus woiSten, seperti yang
terlihat dalam peran Abu Lunw yang membantu pelaksanaan tugas-
mtlas--_kehabl an drn ‘;eraerjnta\an Nal@ S.f\W 1{)1 \e nufnglhldup
Nabl Abu Bakiir juga mcngambll allh pcran Nabl dalam mcmlmpm

: umat isiam dalam Shalat i ocrjama ah b {

o

Masa pemerintahan Khulafa’ur Rasyidun

Pada masa Khulafa'ur Rasyidun, peran wazir dalam pemerintahan
Islam sangat penting, terutama dalam membantu khalifah dalam
menjalankan tugas-tugas negara. Salah satu contoh nyata adalah peran
Umar bin Khattab pada masa Abu Bakar sebagai khalifah. Meskipun Abu
Bakar memimpin sebagai khalifah pertama, ia tetap mengandalkan
bantuan Umar dalam banyak hal. Abu Bakar memberikan kepercayaan

penuh kepada Umar untuk mengurus urusan peradilan, sementara untuk
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urusan administrasi pemerintahan di Madinah, Abu Bakar mengangkat

beberapa sahabat utama sebae * pembantu. Di antaranya, Ali bin Abi

Thalib diangkat sebagai . kretaris, Zaid bin Tsabit sebagai
penulis w o an’’ )at yang berperan
penting d: A strasi, Abu Ubaidah, . Ve g terkenal dengan
keahliarn dam ha' ko angan.  ngkat sc “endahara yang
be ‘ meng ola b, al il ng me ako haga yang
men. euangan g

Ketika in Khattab menggantikan A u r sebagai khalifah,
ia melan n tradisi vane sudah ar dengan beberapa
penyesudiv.. wee T Jr .kl sc.oporkuat peran wazir

dengan menunjuk Utsman vi cwian dan Ali bin Abi Thalib sebagai
I hat en‘ing: dal erint ‘xan ya. Fedy any eipiy momiliki

pepas p g A ; Y :! '

TN SUTNATNTAR 1

kcmampuan dalam admmlslraql dan kcqangan juga  memiliki

\
| 5

. pengaiaman mlhlcr yang sangat bcrgu;)a dalam 'ihcngclo’a urusan n'cgara
yang semakin berkembang. Pada masa Umar, pembentukan lembaga-
lembaga formal yang menangani tugas-tugas negara mulai terlihat.
Lembaga-lembaga ini semakin memperjelas pembagian tugas antara
pengadilan, pemerintahan, dan keuangan, dengan setiap jabatan
dijalankan oleh orang-orang yang ahli dan berkompeten di bidangnya.

Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, peran wazir tetap berjalan
dengan baik. Utsman tidak hanya memegang kekuasaan cksekutif secara

langsung, tetapi juga didukung oleh sekretaris negara vang berkompeten,
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Marwan bin Hakam, yang memainkan peran vital dalam kebijakan
administrasi. Selain itu, s ~m pemerintahan Utsman semakin

berkembang dengan ada- n tugas yang jelas antara pejabat

o

pajak, ke o ap smperkuat sistem
birokrasi n  aerintahan Islam. Kc Jai ini menunjukkan
pentingny ran waz' « lam m  kung ko oinan khalifah,
ms k lancar . jalaa va :mei tahan, oL stabilitas
nega.
3. Masa Bani ah

Di m  memerintahan Dinasti P g . meskipun tidak

terdapat PoOreoTCI OoTraaT Al e <han, sistem yang

digunakan berubah dari yang veivasis demokrasi dan egalitarian (syura)

IN

musyawarah, tclapl chlh kepada ncwansan atau ncnunjukan oleh

\

m(anIm mon: nrmiab:'oTu vfro\es suk-»eﬂl [‘)ln l\xda' ngi rehralkan

. kepala l;xegara Sebclumnya. Dmasn ini bcrtokUs pada‘kclanjutan” dan
penyempurnaan lembaga formal yang telah dibangun pada masa Umar
bin Khattab.

4. Masa Bani Abbasiyah
Pada masa Bani Abbas, jabatan wazir memiliki arti khusus sebagai
menteri utama atau wakil penguasa. Salamah Al-Khallal adalah wazir
pertama yang diangkat oleh Abu Al-Abbas As-Shaffah. Abu Al-Abbas
kemudian melimpahkan tanggung jawab atas nama khalifah kepadanya.

Abu Salamah memiliki banyak kekuasaan, termasuk hak untuk
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mengangkat dan memecat hakim, gubernur, dan pegawai pemerintah.

Wazir berperan sebagai koord ~tor menteri-menteri. Pada masa iniliah

wazir mulai dibedakan r “entuk, antara wazir tafwidl yang
dapat me 1 54 ane epala negara, dan
wazir tan, ar . pelaksana kebijaksa *aa 1 yang diputuskan

oleh kena xara atav v v tafwi
Pada » n ,setel duni sk ime alami  ora »an Barat,
pembentukan ko natau ¢ var v itc ini o sesual ‘e an kebutuhan
masing-masing nega. ara umum, terdapat dua  n kementrian yang

dipraktikkan di duni: m_vano melinuti:
1. Model prec.cein.
Model pemerintahan i wcaempatkan para menteri di bawah

g gg-mg Jawab residen yang, memiljki hek ubtuk menggngkat dan
U URNAN AMTEL

mcmbcrhc,nukan mcrcka Semua mcntcn berada pada posm yang sama.

\ 4 2
| 5 %

- Contolt pcncrapan  model ini dapat ulhhal di Indonesia aan Mesir.

o

Model parlementer

Pada sistem pemerintahan ini, partai yang memperoleh kemenangan
dan kekuasaan di parlemen diberikan hak untuk memilih menteri.
Akibatnya, tanggung jawab atas kabinet tidak lagi berada di tangan
presiden, melainkan di tangan DPR. Selain itu, seorang perdana menteri
berperan untuk mengawasi dan mengkoordinasikan semua menteri.
Beberapa negara yang menerapkan model ini berdasarkan prinsip Islam,

seperti Malaysia dan Pakistan, juga memiliki sistem serupa. Indonesia
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sendiri pernah mengadopsi model ini pada era demokrasi liberal tahun
1950-an. Dalam sistem tersebr’ neran presiden atau raja lebih berfungsi

sebagai simbol.

Wazir dibagi o [ .k

l. Wazir a Wi yaitu memiliki ¢ y ng luas untuk
menetark rbagai ' b ikan n° 4. Selan. ia bertanggung
jar al oordin 1 par k¢ ila  parten » I-Tafwidl
meri. anyak b ma 2 ¢ 1 mc ka y¢ n auduki posisi
ini diangg, oal perdana menteri karep . adalah pengikut

dankeper  an khalifah

[x)

Wazir al-Fempre ey rresry ax i e <k untuk membuat
keputusan kebijakan sendi., pwannya hanya untuk menjalankan

<e|>uI-kan yang 'dufnrxkaf Aleh, wszrr ‘ rg/m\dl \W!t.irlahrfu idl
memiliki tmgkat kckuaeaan yang kblh llnggl danpada wazir al- ranlld‘

Konsep rr; zir al- T(mf‘ dz daxam komcks pcmc.nnlaha!x Islam uapat
dipandang mirip dengan konsep dinas di Indonesia, khususnya dalam hal
kedudukannya scbagai pembantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas
pemerintahan. Seperti halnya Dinas yvang bertanggung jawab atas pelaksanaan
kebijakan publik, Wazir al-Tanfidz memiliki peran penting dalam mendukung
kepala daerah (baik bupati maupun khalifah) untuk menjalankan tugas
pemerintahan schari-hari. Posisi ini mengandung makna bahwa Wazir al-Tanfidz

dipilih oleh kepala daerah dan memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan

berbagai kebijakan yang telah ditetapkan, serta diberhentikan sesuai dengan
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keputusan kepala daerah.

Peran Wazir al-Tanfidz dalam < fem pemerintahan Islam menyerupai

fungsi Dinas Sosial sebagai turunan . “osial di Indonesia, yang memiliki
tanggung jawab lang ep Ll alifah) atas setiap
tindakan atau keputu a .ambil dalam rangka | ‘an Hublik dan urusan
pemerintahan. Dela al ini, ) s Sos  memilin 2 vital dalam
melaksanakar b progre sot 1, .epe.  pen; ‘tas miskinan,
penanganan mas siul, dan ml « ¢¢ (mas rakat, s uanya adalah
bagian dari tugas uta. ala daerah. Kewenangan i~ | dijalankan sesuai
dengan peraturan yar  >rlakn.mengineat setiap an ; diterapkan harus
mendasarkan pada priiciy aopaaia werndds ANl pesawenlan yang ada.

Kewenangan Dinas selaku punciacah  eksekutif dalam memutuskan
kebijak: mn‘/al dLan memamrkaT rlru an\PTner mal:n-n '\am\ !.eiul l.lengan
perundang-undangan dan Pcraluran Dacrah yang berlaku (lcgahlas) Dalam kasus
ini, Dmd; Sosial na;bupatcn Sidoarjo a;xalah lembaga pemerintah 0(1 tingkat daefah
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program penanggulangan
kemiskinan. Selain itu, sebagai pembantu kepala daerah, Dinas Sosial memiliki
wewenang dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial. Hal ini sejalan
dengan Figh Sivasah dalam hukum Islam, yakni membawa kemaslahatan bagi
rakyat agar terhindar dari kemudharatan.

Konsep ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip Figh Sivasah dalam hukum
Islam, yang menckankan pada tujuan pemberdayaan rakyat serta menjaga dan

mencegah kerugian yang mungkin timbul dari kebijakan pemerintahan. Figh
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Sivasah mendorong pemimpin untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang

diambil bertujuan untuk kesejahteraan m» varakat, mengedepankan keadilan dan

menghindari tindakan yang dapat m« _at. Oleh karena itu, baik Wazir al-
Tanfidz dalam siste . “cr" 1" sial di Indonesia
memiliki kesamaan m . tanggung jawab ra. mereka sebagai
penghubung antarz k can kepe’ ¢ crahda  plemeni 1i lapangan.

Saat ir 1y akme atasi. mi inan iwilay Ka 2 Sidoarjo
belum mencapa. ‘yangdi rap 1 a amp dapat ik bahwa upaya
tersebut belum optimi. “im1 disebabkan oleh sejur al an, salah satunya
adalah koordinasi yar ~ ruk antar instansi terkait” 5y 1enyebabkan hak-
hak penyandang kemi.c.ivii cciivnioun a8z S Afreoorencda;

93 W 5B i e e 0 U e E el 1 i

! 7 ! l NS I ' [“\j A ,[(‘,},i, °‘n“)\="r“»;’>‘ l ,«..'t A
: g I [y . A b, A . \/. A

“Baiang sna,l»a mclepas!&u_n dari secrang mllshm suatu kesulitarydi duniz, Allah
akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa
menolong hambaNya selama ia (suka) menolong saudaranya™ (HR. Muslim dari
Abu Hurairah).!

Hadist tersebut menunjukkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita harus dapat
saling membantu dalam kebaikan tanpa memperhatikan status orang yang ditolong.
Jika masth dapat ditemukan masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten
Sidoarjo, itu adalah tanggung jawab kedua pihak, yaitu pemerintah daerah

khususnya Dinas Sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menangani,

! Mahkamash Agung., Dewan Syariah Nasional MUI, wccessed 23 Desember 2024,
hutps://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/1 17.pdf.
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membimbing, dan melakukan pengawasan terhadap penanggulangan kemiskinan

agar dapat mengatasi masalah ckonomi m» =ka.

Rasulullah SAW bersabda:

PCRPE T Rt TR FITRA |
A s s R i e
g,
“Seorang . alalah ud + rr ;1 Mi im la L, tidak boleh
menzhaliminya da bolel aer i < 1ya ¢ anggu g lain (bahkan ia
wajib menolong dan .. 'nya). parangsiapa membar u tuhan saudaranya,
maka Alldh Azza w. » senantiasa akan 0 ya. Barangsiapa
melapangkan kesulit  rang vuslim, maka Allab e gkan baginya dari
salah satu kesempit 4 ap’ itupi (aib) orang

Muslim, maka Alléh - i b an
Hadist di atas menjelaskan bal. manusia scbagai makhluk sosial

LITIND N [\j ,ﬂ.,;['x’ '\j\ )

scharusnya, d:ipa_t_ saling tolong menolong dalam hal kebaikan _'ania .n'tmelndang
status dari Sescol ang‘yang akaii dibantu’ Jika dikaitkan Jengan }knymdmlg masalah

4

kemisk;ﬁan di wlila;'ah Kallu;,men Sld‘éarjo, teLt%l saja ha'i‘im‘ tidal! hanya v.hé‘»,ajadi
tugas dari masyarakat setempat, tetapi hal ini juga merupakan tugas dari pemerintah
daerah dan instansi terakait khususnya Dinas Sosial yang memiliki wewenang
dalam hal melaksanakan penanganan, pembinaan, dan pemberdayaan penyandang
masalah kemiskinan yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan yang

dialami oleh masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

* Almanhaj, Membantu Kesulitan Ses: Muslim dan M llmu Jalan Menuju Sywrga,
accessed 23 Desember 2024, https://almanhaj.or.id/12363 b kesuli wslim-
dan ilmu-jalan-menuju-sutga.html.
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Dalam Al-Qur’an juga telah diatur mengenai amanah dan keadilan. Hal ini
guna menghindari penyalahgunaan kek» =aan yang mengakibatkan pemberian

bantuan yang tidak tepat sasaran.

R . £ = ) 3
U @1 &) JARL 134 P e 3'»\;5},:15 PN

@‘;—*‘.‘é’\ ?'L‘EEA‘:"*gli.,’-

Artinya: 1 mya / ah reny ah mu nova 2 amanah
kepada pen. . abila  mv 1 nc pkar hukun t manusia,
hendaklah kani ‘ai seca ad ¢ suoguln 1 Alla n .1 pengajaran
yang paling baik mu. S one gy Allal Viaha leagar lagi Maha
Melihat.” (QS. An-N. Ry

Ayat diatas me  "Swau vaiwa Dinas Sosip’ 2 ibaga pemerintah
daerah diamanahkar N ar! :an sosial kepada
masyarakat miskin yang membutuh. asip amanah dalam ayat tersebut

tercermin dari kewajiban. Dings  Sosial | untuk mengelola dan,

1 | l t‘-; N \j &1[\’ 3 ‘\ !

program- program penanggulaugan kemiskiian secara tramparan akui ubc i, dan

r?e ?ks nakan

tepat sasiran. Sementara itls, prinsip kmdllan )Lug dlsc’mlkan dal"m ayat fer. cbul
terwujud melalui upaya Dinas Sosial dalam memastikan bantuan dan program
sosial tersebut telah terdistribusikan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat miskin, Dinas Sosial juga bertanggung jawab untuk melakukan
pendataan yang akurat, verifikasi yang teliti, dan pengawasan yang ketat untuk
memastikan bahwa bantuan sampai kepada masyarakat miskin yang benar-benar
berhak menerimanya, sesuai dengan keadilan yang diajarkan dalam ayat tersebut.

Dengan demikian, implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Surat An-Nisa

7 QS. An-Nisa’ ayat 58.
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ayat 58 dapat dijadikan sebagai landasan moral dan spiritual bagi pemerintah daerah
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BABV

PENI" "UP
A. Kesimpulan
1. Implemer ¢ Jinas Sosial menurut 4n Jaerah Kabupaten
Sidoarin or 2 Tab 1 916 Te g Penang »an Kemiskinan
ur a | tidal dapai lik akar ‘elah ‘Al ran baik.
Mesi senyalurk p 2 nooantu SOSk a dilaksanakan,
namun upa = dilakukan ofeh Dinas Sos™ |1 kurang maksimal
dan belw  nat sagaran dalam men” o an sosial kepada
masyaraks—mma e m’ dlCiie v wdasyarakat miskin

yang tercantum di dalam D10 iasth belum sepenuhnya sesuai dengan

P | lxordrl masyarakit y1nT,ad] di! \:pjnga;n \ 1\ \ ! l I
2 Peran Dinas Sostal pada lmjauan I' lqth Snwnah Dmmmah sc_lalan
. dengan ‘konscp teori Wx-arah (n’a zir at- Tanf dz), yakm scbagal
pembantu pemerintah dalam bidang administrasi. Schubungan dengan
konsep tersebut, dapat ditetapkan bahwa pemerintahan daerah dan
dinas-dinas terkait lainnya bertindak sebagai pembantu kepala negara

atau pembantu pemerintahan dalam menangani penyandang masalah

kemiskinan yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

B. Saran

Dari hasil pembahasan diatas, maka penulis dapat memberikan saran
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yaitu:

U1 Nl et e
§  UmmR e Sige R e

memperoleh bantuan.
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